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MOTTO 
 
 ْر َيَو ُْقز ْنِمُْهْ ْيَح َْيَْلَُْثُْبِسَت  ْۚ ْنَمَوْ ْل ََّكو َت َيْْىَلَعٱ ْسَحَْوُه َفِْهَّللُْهُب 
  ۥَّْْنِإٱ َْبَْهَّلل َْمأُْغِلِِْهر  ۦ 
 ْدَقَْْلَعَجٱ ْيَشِّْلُكِلُْهَّللِْءْ ْدَق ْرا ٣ 
Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 
barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-
tiap sesuatu 
(Q.S. at Thalaq : 3) 
 
Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang 
konsisten, itu adalah kunci keberhasilan sesungguhnya 
(BJ Habibie) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  ۚ  Fathah A A 
  ۚ  Kasrah I I 
  ۚ  Dammah U U 
  Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
x 
 
2. ركذ Zukira 
3. هذيب  Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
    Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat 
dan Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan wau u> u dan garis di atas 
       Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
xi 
 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
xii 
 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata 
sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata 
yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
xiii 
 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
Contoh : 
xiv 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأفv 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
xv 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
  Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “DASAR PERTIMBANGAN DALAM PERMOHONAN WALI 
‘AD{AL (Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi 
Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-
Syakhshiyah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. 
  Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Program Studi 
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah). 
4. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum 
Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah). 
5. Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik 
sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan 
nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta sampai terselesaikannya skripsi ini. 
6. Dewan Penguji, Ibu Evi Ariyani, S.H., M.H., Ibu Ning Karnawijaya, S.E., 
M.Si., serta Bapak Junaidi, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan 
pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan 
kearah yang lebih baik. 
xvi 
 
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya 
selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah 
diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. 
8. Seluruh Staf karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan 
Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi. 
9. Para Hakim serta pegawai Pengadilan Agama Klaten yang telah memberikan 
izin serta membantu dalam pengumpulan data sehingga penyusunan skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
10. Bapak, Ibu, kakak serta seluruh keluarga yang selalu mendidik, mendukung, 
dan mendoakanku sekaligus pengorbanannya yang tak terbatas dan tidak bisa 
dinilai dengan apapun. 
11. Sahabatku Ony Agustin Damayanti, Kunti Yasmin Al-Wafiyah, Oktaviani, 
Mulki Arifina, Fifin Romadhoni yang selalu memberikan semangat serta 
membantu penyusun hingga saat ini. 
12. Kakak tingkat, Putri Bening Berliani dan Lu’luul Khasanah yang sudah 
membantu serta berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan penyusun. 
13. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam khususnya kelas C yang 
telah memberikan semangat dan pengalaman yang tidak terlupakan selama 
menempuh studi di Fakultas Syariah. 
14. Teman-teman Forum Mahaaiawa Bidikmisi (FOMASI) angkatan 2016 yang 
sudah saling support untuk menjadi lebih baik. 
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah 
berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 14 Januari 2020 
        
 
 
Hilma Syita El Asith 
162121101 
xvii 
 
ABSTRAK 
 
HILMA SYITA EL ASITH, NIM : 16.21.21.101 “DASAR 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘AD{AL 
(Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt)”. Sama halnya dengan ibadah lain, perkawinan juga 
memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini tercantum dalam 
Kompilasi Hukim Islam Bab IV bagian pertama. Wali merupakan salah satu 
rukun terpenting yang harus dipenuhi seperti pendapat imam Syafi’i yang 
dikuatkan oleh hadits Aisyah. Meskipun demikian, namun juga terdapat wali yang 
enggan menikahkan anaknya yang kemudian disebut dengan wali ‘ad{al. Untuk 
mengatasi hal ini maka dapat mengajukan permohonan penetapan wali ‘ad{al ke 
Pengadilan Agama setempat. Salah satunya di Pengadilan Agama Klaten, dengan 
dasar pertimbangan hakim yang secara umum sama namun diperoleh hasil 
penetapan yang berbeda. Pada tahun 2017 terdapat 8 permohonan dikabulkan 
salah satunya Nomor  0151/Pdt.P/2017/PA.Klt, sedangkan hanya ada 1 
permohonan yang ditolak yakni Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt. Oleh karena itu, 
penulis tertarik untuk membandingkan hal-hal yang menjadi dasar pengajuan 
hingga pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kedua permohonan tersebut.  
Penelitian merupakan jenis kepustakaan dengan data sekunder yang 
bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan penetapan Nomor 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt serta bahan hukum 
sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan sebagainya. Pengumpulan data 
dalam penelitian ini melalui dokumentasi yang selanjutnya dimintakan konfirmasi 
terkait fakta hukum kepada Hakim terkait melalui sebuah wawancara. Kemudian 
analisa dalam penelitian ini dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif 
berdasarkan teori yang digunakan serta komparatif untuk mengetahui letak 
perbedaannya. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam 
mengabulkan atau menolak permohonan tidak hanya dilihat dari dalil 
permohonan, melainkan juga fakta yang ditemukan dalam persidangan termasuk 
keterangan wali, meskipun wali bukanlah pihak lawan namun tetap dipanggil 
guna didengar keterangannya. Kemudian dalam dua permohonan ini dalam 
pertimbangannya hakim lebih cenderung menggunakan keyakinannya. 
 
 
Kata kunci : Perkawinan, Enggan, Wali ‘Ad{al, Pertimbangan 
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ABSTRACT 
 
HILMA SYITA EL ASITH, NIM : 16.21.21.101 “DASAR 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘AD{AL 
(Analisis Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt)”. Same as other worship services, marriages also have 
harmony and conditions that must be met.  This is stated in the first chapter of the 
Compilation of Islamic Law in Law IV.  The guardian is one of the most 
important pillars that must be fulfilled as the opinion of Imam Shafi'i that 
strengthened by the hadith of Aisyah.  Nevertheless, there are also guardians who 
are reluctant to marry off their children, which are then called guardians ‘ad {al.  To 
overcome this problem, you can submit the application for the appointment of 
guardians ‘ad{al to the local Religious Court.  One of them is in the Klaten 
Religious Court, based on the consideration of judges that are generally the same 
but different results are obtained.  In 2017 there were 8 requests granted, one of 
which was Number 0151 / Pdt.P / 2017 / PA.Klt, whereas there was only 1 
application which was rejected, which was Number 0060 / Pdt.P / 2017 / PA.Klt.  
Therefore, the writer is interested in comparing the things that are the basis of the 
submission to the judge's consideration in completing the two requests. 
This research is a type of literature with secondary data sourced from 
primary legal materials in the form of copies of stipulation Number 0060 / Pdt.P / 
2017 / PA.Klt and 0151 / Pdt.P / 2017 / PA.Klt and secondary legal materials in 
the form of books, journals,  scientific work and so on.  Collecting data in this 
study through documentation which then asked for confirmation related to legal 
facts to the relevant judge through an interview.  Then the analysis in this study 
with a qualitative descriptive approach based on the theory used and comparative 
to determine the location of the differences. 
Based on the results of this study it can be concluded that in granting or 
rejecting a request, it is not only seen from the argument of the petition, but also 
the facts found in the trial including the guardian's statement, even though the 
guardian is not the opposing party but is still called to hear his statement.  Then in 
these two petitions in consideration the judge was more likely to use his 
conviction. 
 
 
Keywords : Marriage, Reluctant, Guardian ‘Ad{al, Consideration 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan suatu ibadah yang pahalanya lebih besar 
dibandingkan ibadah lainnya, serta tidak mengenal sebuah daluarsa. Dari 
situlah perkawinan dilakukan guna menyempurnakan separuh agama 
seseorang. Perkawinan merupakan asas hidup yang paling utama dalam 
kehidupan bermasyarakat. Yakni bukan hanya sekedar jalan mulia untuk 
mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja, melainkan juga 
dipandang sebagai jalan interaksi kepada antar kaum. 
Bukan hanya mengenai peribadahan dan sebuah interaksi, 
melainkan juga makna dari sebuah akad perkawinan itu sendiri. Seperti 
dalam an-Nisa ayat 21 : 
 َُهنوُذُخَْأت َفْيََكوۥ ًاظيِلَغ اًقَٰثيِّم مُكنِم َنْذَخَأَو ٍضْع َب َٰلَِإ ْمُكُضْع َب ٰىَضَْفأ ْدَقَو   
Artinya :  
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan 
mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
1
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya akad perkawinan 
merupakan sebuah perjanjian yang kuat dalam kehidupan. Bukan hanya 
berkaitan dengan kebutuhan internal saja, tetapi juga berkaitan dengan 
kebutuhan eksternal. Jadi tidak hanya terpaku antara suami istri dan 
                                                          
       
1
 NN, Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia Jilid I, (Kudus: Menara Kudus, 
1427 H/2006 M), hlm. 81. 
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keturunannya saja, melainkan juga antara dua keluarga yang didalamnya 
terdapat rasa untuk saling bertanggung jawab, kasih-mengasihi, serta 
saling melindungi.  
Sebagai ikatan yang mi>s|aqan gali>z}}an, maka tujuan sebuah 
perkawinan harus dapat mendatangkan kemaslahatan yang kompleks. 
Salah satunya dapat menjadi sebuah benteng dari godaan hawa nafsu. 
Seperti sabda Rasulullah SAW : 
 ِدْبَع ْنَع  َدِْيَزي ِنْب ِنَْحَّْرلا َلَاق للهاِدْبَع ْنَع  َّلَص للهُلُْوُسَر َلَاق :َاي : َمَّلَسَو ِهْيَلَع للها ى َرِشَعَم
 ُمُكْنِم َعَطَتْسا ِنَم ِباَّبَّشلا َعَطَتْسَي َْلَ ْنَمَو ِْجرَفِْلل ُنَصْحَأَو ِرَصَبِْلل ُّضََغأ ُهَّنَِإف ْجَّوَز َتَيْل َف َةَءاَبْلا
  ءاَجِو ُهَل ُهَّنَِإف ِمْوَّصل ِاب ِهْيَلَع َف 
Artinya : 
Dari Abdur Rahman ibnu Yazid dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah 
SAW telah bersabda kepada kami : “Wahai para pemuda, siapa di antara 
kamu yang mampu memberi belanja nikah, maka segeralah ia menikah 
karena hal itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat 
menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mampu 
maka berpuasalah karena dengan puasa dapat menekan hawa nafsunya”.2 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 
menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 Pengertian 
                                                          
       2 Abu Abdur Rahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali bin Baher bin Sunan bin Dinar an Nasa’i, 
Sunan an Nasa’iy, terj. Bey Arifin dan Yunus Ali al Muhdhor, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992), 
hlm. 444. 
       
3
 Anggota IKAPI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 
hlm. 499. 
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tersebut diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yakni 
perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.
4
 
Untuk mencapai hakikat dari tujuan perkawinan tidak cukup jika 
hanya bersandar pada ajaran Allah saja yang masih bersifat global. 
Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata hanya hubungan atau 
kontrak keperdataan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 3, bahwasannya perkawinan bertujuan untuk 
membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.  
Maka sebelum perkawinan dilaksanakan, wajib terlebih dahulu 
memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Allah serta 
hukum negara. Hal ini dilakukan agar tujuan sebuah perkawinan dapat 
tercapai dengan baik. Setelah rukun dan syaratnya terpenuhi dan 
terlaksana, barulah perkawinan dapat dinyatakan sah. 
Mahmud Yunus
5
 menyatakan bahwa rukun dalam perkawinan 
adalah wajib dipenuhi, jika tidak maka dianggap batal. Dalam Kompilasi 
Hukum Islam Bab IV bagian kesatu Pasal 14 rkun tersebut diantaranya : 
1. Calon suami 
2. Calon istri 
3. Wali nikah 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab dan qabul 
                                                          
       
4 NN, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), hlm. 9. 
       
5 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 107. 
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Walaupun rukun dan syaratnya sudah ditentukan, akan tetapi tidak 
menutup kemungkinan bahwa ada rukun yang tidak dapat terpenuhi. Salah 
satunya berkenaan dengan wali. Seorang wali yang orangnya ada serta 
diketahui keberadaannya akan tetapi tidak mau menikahkan anaknya, yang 
kemudian disebut dengan wali ‘ad{al (enggan). Hal seperti ini yang 
menjadi sebuah permasalahan, padahal kedudukan wali itu sangat penting 
dalam menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Seperti yang 
diriwayatkan oleh Abu Musa, bahwa Rasul bersabda : 
 يِلَوِب ََلُِإ َحاَكِن َلُ 
Artinya : 
Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya seorang wali.
6
 
Disisi lain seorang wali mempunyai kewajiban menikahkan anak 
jikalau sudah ada yang berniat baik untuk meminangnya.  
 ْع َت َلََف َّنُهوُلُض نَأ  ْحِكَني َن  َْزأ َّنُهَج َٰو... ... 
Artinya : 
...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya... (al Baqarah 232)
7 
Para Imam madzhab mengenai keberadaan seorang wali dalam 
sebuah perkawinan. Imam Hanafi, Zufar, asy-Sya’bi dan al-Zuhri 
berpendapat bahwa wali itu tidak wajib, bahkan seorang wanita pun 
diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi Imam Malik 
                                                          
       
6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid III, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Republika 
Penerbit, 2018), hlm. 380. 
       
7
 NN, Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia Jilid I ..., hlm. 37. 
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dan Imam Syafi’i (mazhab yang mayoritas dianut di Indonesia) 
berpendapat bahwa tidak ada perkawinan tanpa adanya seorang wali dan 
wali merupakan syarat sahnya sebuah perkawinan.
8
  
 ْغَل َب اَذَِإف َن  َّنُهَلَجَأ  َلََف  َحاَنُج  ْيَلَع ْمُك اَميِف  ْلَع َف َن... ... 
Artinya : 
...Apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) 
membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka... (al-Baqarah 234)
9
 
Ayat tersebut dipahami sebagai ayat yang mewajibkan adanya 
wali, sebab jika wali bukan syarat mutlak maka tidak akan ada larangan 
apapun dalam sebuah perkawinan. Kemudian ayat tersebut diperkuat 
hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah : 
 َكَن َِةَارْما َا ُّيُّأ : َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلَع هّللا ىَّلَص هّللا ُلْوُسَر َّنَأ َةَشِئاَع ْنَعاَهُّ ِيلَو ِنْذِإ ِْيْغِب ْتَح 
  لِطَاب اَهُحاَكَِنف،  ِطَاب اَهُحاَكَِنف  ل،   لِطَاب اَهُحاَكَِنف،  ْنَِإف  ْنِم َّلَحَتْسا َابِ ُرْهَ
لما اَهَل َف َاِبِ َلَخَد
 ُهَل ُِّلَو َلُ ْنَم ُِّلَو ُنَاطْلُّسلا َاف اْوُرَجَتْشا ْنَِإف اَهِجْر َف 
Artinya : 
Aisyah  berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Siapa pun wanita yang 
menikah tanpa izin walinya, nikahnya itu batal, nikahnya itu batal, 
nikahnya itu batal. Jika suaminya telah menggaulinya, maharnya 
untuknya karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian, apabila 
mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak 
mempunyai wali”.10 
                                                          
       
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 ..., hlm. 244. 
       
9 NN, Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia Jilid I..., hlm. 38. 
       
10
 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, terj. Abdullah 
Shonhaji, (Kualalumpur: CV Asy Syifa’ Darulfikir, 1992), hlm. 623. 
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Diketahui bahwasannya wali juga mempunyai hak ijbar yang 
berada ditangan ayah dan kakeknya, yang kemudian disebut dengan wali 
mujbir. Menurut Imam Syafi’i hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah, 
kakek dan seterusnya ke atas. Maka mereka berhak secara mutlak untuk 
memaksakan kehendaknya dalam menikahkan anaknya tanpa harus 
meminta izin.
11
 Akan tetapi pada kenyataannya, wali tidak sepenuhnya 
mutlak untuk menikahkan anaknya. Wali bisa saja menolak untuk 
menikahkan anaknya dengan suatu alasan tertentu atau tanpa alasan 
sekalipun.  
Untuk mengatasi permasalahan yang walinya enggan tersebut, 
Indonesia sebagai negara hukum memberikan fasilitas dalam 
penyelesaiannya. Yakni dengan cara mengajukan permohonan wali ‘ad{al 
ke Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk 
menyelesaikan masalah wali ‘ad{al. Kemudian permohonan diajukan ke 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai 
wanita. 
Pengadilan Agama Klaten yang terletak di Jl. K.H. Samanhudi No 
9 Klaten, Jawa Tengah dengan No Telp/Fax : 0272-321513 membawahi 
26 kecamatan wilayah yurisdiksi. Secara umum dasar pertimbangan hakim 
dalam mengabulkan perkara permohonan wali ‘ad{al sama yakni karena 
alasan wali yang enggan menikahkan tidak dibenarkan oleh syara’ dan 
perundang-undangan. Seperti halnya status calon suami duda, terdapat 
                                                          
       
11
 Imam Wahyu Winaris, Tuntunan Melamar dan Menikah Islam, (Yogyakarta: Sabda Media, 
2012) hlm. 84 
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masalah pribadi antara ayah pemohon dengan pemohon, seorang wali 
mempunyai pandangan calon sendiri, tidak sekufu dalam artian lahiriah, 
tidak sealiran golongan, rumah mereka adu tritis, dan lain sebagainya. 
Namun dilihat dari data yang diperoleh, diketahui bahwasannya 
tidak semua permohonan perkara wali ‘ad{al itu dikabulkan. Selama tahun 
2017 terdapat 14 permohonan wali ‘ad{al yang diputus. Akan tetapi hanya 
ada 1 permohonan yang ditolak yakni penetapan Nomor 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt. Dan 8 perkara dikabulkan salah satunya 
penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. Sedangkan 5 permohonan 
sisanya diputuskan untuk dicabut Pemohon. 
Maka hal ini menjadi bahan yang menarik untuk diteliti. Dengan 
dasar pertimbangan hakim yang secara umum sama, namun terdapat hasil 
penetapan yang berbeda. Yakni hampir semua permohonan wali ‘ad{al 
dikabulkan, sedangkan hanya ada 1 permohonan wali ‘ad{al yang ditolak. 
Sehingga peneliti bermaksud untuk membandingkan dasar pertimbangan 
hakim dalam menyelesaikan permohonan penetapan wali ‘ad{al tersebut 
yakni antara penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt sebagai 
permohonan yang ditolak dengan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt yakni 
permohonan yang dikabulkan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil pokok 
permasalahan sebagai berikut : 
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1. Apa yang menjadi dasar alasan dalam pengajuan permohonan wali 
‘ad{al dalam penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan wali ‘ad{al 
terhadap penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian terhadap penetapan hakim yang dilakukan di Pengadilan 
Agama Klaten ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mengetahui secara spesifik apa yang menjadi alasan pengajuan 
permohonan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan permohonan Nomor 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. 
2. Untuk mengetahui secara spesifik apa yang menjadi dasar 
pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Klaten dalam menolak 
permohonan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan mengabulkan 
permohonan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 
secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis 
a. Menambah khasanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, 
khususnya tentang wali ‘ad{al. 
b. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Secara Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengkaji 
perihal wali yang memiliki kedudukan sangat penting dalam 
menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. 
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi studi banding bagi praktisi 
hukum dalam menentukan mengabulkan ataupun menolak 
permohonan perkara wali ‘ad{al. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 
daftar kepustakaan atau menjadi sebuah referensi dalam 
mengembangkan penelitian yang akan diadakan di kemudian hari. 
E. Kerangka Teori 
1. Perkawinan 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 
menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12
 
Selain itu Kompilasi Hukum Islam pun juga menjelaskan bahwasannya 
perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mi>s|aqan gali>z}an untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
13
 
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 
sahnya sebuah perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-
                                                          
       
12
 Anggota IKAPI, Kitab Undang-Undang ..., hlm. 499. 
       
13 NN, Kompilasi Hukum Islam ..., hlm. 9. 
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masing agama dan kepercayaannya. Dan dalam agama Islam 
perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat 
yang telah ditentukan. Seperti halnya yang sudah tercantum dalam 
Kompilasi Hukum Islam Bab IV bagian kesatu Pasal 14 yakni adanya 
calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai wanita, adanya wali, 
adanya dua orang saksi dan yang terakhir adalah ijab kabul. 
3. Wali Nikah 
Wali menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh 
agama kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau 
barang. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 
1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
bab wali tidak diatur, melainkan didasarkan pada ketentuan masing-
masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan 
perkawinan. 
Dalam Islam wali menjadi salah satu rukun perkawinan. 
Kedudukan wali sangatlah berperan penting seperti yang dinyatakan 
oleh Imam Syafi’i. Maka kedudukan wali menjadi penentu terkait sah 
atau tidaknya suatu perkawinan. Jika dalam sebuah perkawinan tidak 
ada wali, maka dapat dinyatakan tidak sah.  
a. Wali ‘Ad{al 
Wali ‘ad{al ialah wali nasab yang enggan untuk menikahkan 
anaknya. Apabila wali nasab dimintai untuk menikahkan anaknya 
11 
 
tetapi ia menghalangi atau bahkan enggan lantaran memiliki 
pandangan sendiri, maka wali ini disebut ‘ad{al. Meskipun wali 
enggan, namun anak tersebut tetap tidak boleh menikahkan dirinya 
sendiri sebab ia merupakan seorang wanita yang tidak memiliki 
otoritas untuk hal tersebut.
14
  
Wali dapat dinyatakan ‘ad{al melalui penetapan Pengadilan 
dengan pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Artinya, seorang 
wali boleh dinyatakan ‘ad{al jika alasan keengganannya tidak 
bertentangan dengan syariat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 
23 wali hakimlah yang akan menggantikan posisi wali yang sudah 
ditetapkan ‘ad{al tersebut.  
b. Wali Hakim 
Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri 
Agama kemudian diberi hak dan kewenangan untuk bertindak 
sebagai wali nikah.
15
 Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 
dinyatakan bahwasannya wali hakim dapat bertindak apabila wali 
nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan serta jika wali nasab 
tersebut tidak diketahui keberadaannya. Wali hakim juga yang 
akan menggantikan wali nasab ketika wali nasab itu ‘ad{al, tentunya 
setelah adanya penetapan penetapan wali ‘ad{al dari Pengadilan.16  
                                                          
       
14
 Muhammad Zuhaily, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perpektif Madzhab 
Syafi’i, terj. Mohammad Kholison (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013), hlm. 125. 
       
15 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan, (Yogyakarta : 
Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 48. 
       
16 NN, Kompilasi Hukum Islam ..., hlm. 16. 
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4. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu tahapan penting 
yang harus dilalui dalam proses hukum sidang di pengadilan, sebab 
keputusan hakim bersifat mutlak maka para hakim perlu 
mempertimbangkan dengan cermat atas keputusan yang akan diambil. 
Adapun pertimbangan hakim ada 2 macam yakni bersifat yuridis dan 
non-yuridis. Pertimbangan yuridis yakni berdasarkan pada fakta 
persidangan, yang konstitusi telah ditetapkan sebagai hal yang harus 
termuat dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yakni 
pertimbangan subjektif hakim.
17
 
F. Tinjauan Pustaka 
Permasalahan seputar perkawinan memang sangat beragam dan 
kompleks. Terlebih di zaman sekarang ini yang sudah banyak mendapat 
pengaruh dari negara lain baik pengaruh positif maupun negatif. Seperti 
halnya sebuah pacaran yang membudidaya hingga akhirnya menjadi 
sebuah alasan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Maka tidak 
jarang seorang wali enggan menikahkan anaknya, baik dengan alasan atau 
tanpa alasan sekalipun. 
Selanjutya untuk menambah wawasan serta menjadi bahan 
pertimbangan dalam pembahasan mengenai wali ‘ad{al ini, maka peneliti 
menyertakan hasil penelitian sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan 
pembahasan wali ‘ad{al, sebagai berikut : 
                                                          
       
17
 Usman Pakay, “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana The Legal Language in The 
Criminal Case Decision,”  Jurnal Negara Hukum, (Gorontalo) Vol. 8 Nomor 1, 2017, hlm. 162. 
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Skripsi Dedeh Suhaedeh tahun 2001 dengan judul “Permohonan 
Wali Adhol (Enggan) Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 1974 (Studi 
Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 1999)”. Skripsi ini lebih 
menitikberatkan pada tata cara pengajuan dan penyelesaian perkara 
permohonan wali ‘ad{al di Pengadilan Agama Purwodadi.18 
Skripsi Rosichan Alim tahun 2011 Pribadi dengan judul “Sebab-
Sebab Penolakan Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Klaten Tahun 2009-2010)”. Skripsi ini lebih 
menitikberatkan pada sebab atau hal yang menjadi alasan keengganan wali 
untuk menikahkan anaknya yang berada di Pengadilan Agama Klaten 
Tahun 2009-2010.
19
  
Skripsi Ihyau Ulumuddin tahun 2015 dengan judul “Peran BP4 
dalam Penyelesaian Wali yang Adhol (Studi Kasus di BP4 Kec. Musuk 
Kab. Boyolali)”. Skripsi ini menitikberatkan pada penyelesaian perkara 
wali Adhol secara kekeluargaan melalui peran BP4 Kec. Musuk Kab. 
Boyolali, sehingga tidak perlu sampai pada Pengadilan.
20
 
Skripsi Wakhidatur Rohmah tahun 2018 dengan judul “Analisis 
Terhadap Penetapan Hakim dalam Perkara Wali Adhol di Pengadilan 
                                                          
       
18 Dedeh Suhaedeh, “Permohonan Wali Adhol (Enggan) Setelah Berlakunya UU No 1 Tahun 
1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 1999)” , Skripsi, tidak diterbitkan , 
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, STAIN Surakarta, 2001, hlm. 6.  
       
19 Rosichan Alim, “Sebab-Sebab Penolakan Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Klaten Tahun 2009-2010)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyah, IAIN Surakarta, 2011, hlm. 4. 
       
20 Ihyau Ulumuddin, “Peran BP4 dalam Penyelesaian Wali yang Adhol (Studi Kasus di BP4 
Kec. Musuk Kab. Boyolali)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, IAIN 
Surakarta, 2015, hlm. 6. 
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Agama Klaten Tahun 2015-2017”. Skripsi ini menitikberatkan pada 
pertimbangan majelis dalam mengabulkan permohonan perkara wali 
Adhol di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015-2017.
21
  
Dari beberapa penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
permasalahan terkait wali ‘ad{al sudah pernah diteliti sebelumnya. Akan 
tetapi dari penelitian yang sudah ada hanya membahas tentang 
permohonan wali ‘ad{al yang dikabulkan saja. Maka yang menjadi 
perbedaan dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian ini yang 
menitikberatkan pada analisis perbandingan pertimbangan hakim antara 
menolak permohonan wali ‘ad{al Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dengan 
mengabulkan permohonan wali ‘ad{al Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt di 
Pengadilan Agama Klaten pada Tahun 2017. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research) 
yang bahan penelitiannya dari peraturan perundang-undangan, buku, 
dokumen resmi dan hasil penelitian.
22
 Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang penekanannya tidak pada pengujian 
hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian 
melalui cara berfikir formal dan argumentatif.
23
 Jenis penelitian ini 
                                                          
       
21 Wakhidatur Rohmah, “Analisis Terhadap Penetapan Hakim dalam Perkara Wali Adhol di 
Pengadilan Agama Klaten Tahun 2015-2017”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyah, IAIN Surakarta, 2018, hlm. 6. 
       
22 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 107. 
       
23 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 5. 
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dipilih karena dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara 
detail berdasarkan bukti data sesuai yang diperoleh. 
2. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 
sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain. 
Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, seperti halnya dalam 
bentuk buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, dan sebagainya. Jenis 
data sekunder dalam penelitian ini bersumber data : 
a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan mengikat secara yurisdis. Dalam penelitian ini bahan 
hukum primernya berupa salinan penetapan Nomor 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. 
b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang kaitannya erat 
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis 
serta memahami bahan hukum primer.
24
 Dalam penelitian ini bahan 
hukum sekundernya berupa buku, hasil penelitian, jurnal. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara untuk 
memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik dokumentasi ini 
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 Ibid.. hlm. 216. 
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guna memperkuat dan melengkapi data penelitian melalui catatan, 
transkip, buku dan sebagainya. Dalam penelitian ini data yang 
dibutuhkan diantaranya tabel jumlah perkara, baik yang diterima 
maupun yang diputus oleh Pengadilan Agama Klaten tahun 2017. 
Kemudian salinan penetapan perkara wali ‘ad{al yang diteliti yakni 
Perkara No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. 
Kemudian beberapa data yang diperoleh dimintakan konfirmasi terkait 
fakta hukum yang terdapat dalam perkara tersebut kepada Hakim yang 
menangani melalui sebuah wawancara. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, 
mempelajari dan membandingkan suatu hal yang dibutuhkan.
25
 
Analisis penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan 
teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan 
secara tertulis atau lisan serta perilaku yang nyata, kemudian diteliti 
dan dipelajari sehingga dapat tersusun secara teratur dan sistematis. 
Selanjutnya analisis tersebut juga dilakukan dengan teknik 
komparasi atau perbandingan, yakni kegiatan membandingkan suatu 
                                                          
       
25
 Faza Nur Saifullah, “Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan 
Militer dalam Tindak Pidana Penipuan : Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 
72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM-II-
11/AU/2013”, Skipsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah, UIN Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm.18. 
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hal dengan hal lain.
26
 Diantaranya dalam penelitian ini antara 
penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dengan Nomor 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. Hal ini guna menemukan persamaan maupun 
perbedaannya.  
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini guna mendapatkan gambaran yang jelas 
mengenai isi yang ditulis oleh peneliti dalam bentuk skripsi ini yang 
kemudian akan disusun dalam lima bab, sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, yang merupakan bagian paling umum dan 
menjadi dasar dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II Landasan Teori, yang menguraikan tentang gambaran 
umum perkawinan dan wali nikah yakni wali ‘ad{al dan wali hakim. 
Kemudian dilanjutkan dengan teori tentang pertimbangan hakim. 
Bab III Deskripsi Data Penelitian, yang menguraikan isi tentang 
gambaran umum Pengadilan Agama Klaten dan kontruksi penetapan wali 
‘ad{al Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt yang 
terdiri dari deskripsi penetapan, duduk perkara, dasar pertimbangan hakim 
serta hasil penetapan. 
Bab IV Analisis, mengenai alasan pengajuan permohonan serta 
perbandingan antara dasar pertimbangan hakim dalam menolak 
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 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 
hlm. 134.  
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permohonan wali ‘ad{al Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dengan 
mengabulkan permohonan wali ‘ad{al Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 
Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 
berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi dan saran bagi pihak yang 
berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu Pengadilan Agama Klaten. 
19 
 
BAB II 
TINJAUAN PERKAWINAN, WALI ‘AD{AL DAN PERTIMBANGAN 
HAKIM 
 
A. Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Kata perkawinan dalam hukum Islam sama dengan kata nikah 
dan zawaj.  Secara bahasa perkawinan atau pernikahan berasal dari 
bahasa Arab,  ُحاَكِّنلا berarti penggabungan dan saling memasuki. Kata 
ini dipakai dalam arti akad perkawinan dan juga jima’. Abu Husain bin 
Faris
1
 menjelaskan bahwa kata  ُحاَكِّنلا tidak disebutkan dalam Al Qur’an, 
kecuali dalam arti menikahkan (akad). Hal ini terdapat dalam surat an-
Nisa ayat 6 : 
بٱَو ْاوُل َتْلٱَْٰىَمََٰتَيْْ َٰىتََّحاَذِإْ ْاوُغَل َبَْْحاَكِّنلٱ...ْ 
Artinya : 
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur sampai 
manikah...
2
 
Pendapat lain yang diungkapkan oleh Al Azhari
3
 ءطولا berarti 
berhubungan seksual. Selain itu kata nikah juga berarti penetration 
yakni penembusan sesuatu benda oleh benda lainnya. Sedangkan 
                                                          
       
1 Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, Fiqhul Islam : Syarh Bulugh al Maram Min Jami’ Adillatil 
Ahkam, terj. Izzudin Karimi, Lc, dkk., (Jakarta: Darul Haq, 2012), hlm. 255.  
       
2
 NN, Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia Jilid I ..., hlm. 77. 
       
3
 Abdul Aziz, Buku Daras Fiqh Munakahat, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 
2014), hlm. 2. 
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dalam bahasa Indonesia, pernikahan disebut juga dengan perkawinan 
yang berasal dari kata kawin.
4
 Dalam sebuah hadits dijelaskan : 
لاْىناْىرْاَذِاَْلُجْىَلطَُْهَتأِْر  ماَْقًْاثَلََثَُْْهر   يَغْاًج وَزْ  تَجىوَز َت َفَْْفاَهَقىَلطَْْل ب َقَْْيْ  َنا ْدُْخَْلَْْاِبَِْل ْلَِتَ  
ِْلىوَلأاِْج وَزِلُْْرَخَلاُْج وىزلاْاَهَعَمْاَجْ  نُكَي  َْلَاَذِا  
Artinya : 
Seorang laki-laki ketika menceraikan istrinya tiga kali, kemudian 
wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dan ia diceraikan 
sebelum kawin (jima’), maka bagi suaminya yang pertama hingga 
tidak boleh menikahi perempuan itu.
5
 
Dalam Islam, perkawinan ialah suatu perjanjian suci yang kuat 
dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, 
santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, dan bahagia.
6
 
Perkawinan juga berarti adh-dhamu wattada>khul (bertindih dan 
memasukkan).  
Menurut kebiasaan orang Arab, perkawinan diibaratkan seperti 
pergesekan rumpun pohon bambu akibat tiupan angin yang 
menyebabkan masuknya antar rumpun bambu yang kemudian 
diistilahkan tana>katil asyjar (rumpun pohon sedang kawin).7 Dan 
menurut Abul Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan 
                                                          
       
4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 7. 
       
5
 Muhammad Isa bin Surah at Tirmidzi, Sunan at Tirmidzi, terj. Moh Zuhri, dkk. (Semarang: 
CV Asy Syifa’, 1992), hlm. 451. 
       
6
 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal 
Press, 2016), hlm. 16.  
       
7
 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Bandung: CV 
Pustaka Setia, 2011), hlm. 31. 
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sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan perkawinan 
yakni bersyarikat antara akad dan setubuh.
8
  
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1, 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa.
9
 Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan 
adalah akad yang sangat kuat atau mi>s|aqan gali>z}|an untuk menaati 
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
10
  
Jadi pada dasarnya perkawinan hanya menuju pada satu makna 
yakni melalui sebuah akad atas dasar kerelaan kemudian dilakukan 
oleh pihak lain (wali) berdasarkan rukun dan syarat yang telah 
ditentukan yang dituangkan dalam ijab dan kabul dengan memakai 
lafaz nikah atau tazwij, diucapkan dalam satu majelis serta disaksikan 
oleh dua orang saksi sebagai cara untuk menghalalkan hubungan 
seksual serta membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan mahramnya. 
2. Hukum Perkawinan 
Pada hakikatnya melakukan hubungan seksual hukumnya 
haram. Akan tetapi dengan adanya perkawinan yang merupakan 
                                                          
       
8 Abd. Shomad, Hukum Islam: Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: 
Kencana, 2010), hlm. 273. 
       
9
 Anggota IKAPI, Kitab Undang-Undang ..., hlm. 499. 
       
10
 NN, Kompilasi Hukum Islam ..., hlm. 9.  
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perintah agama dan dilakukan melalui sebuah akad, maka hal itu 
menjadi boleh. Akan tetapi para Imam Mazhab berbeda pendapat 
mengenai hukum asal sebuah perkawinan. Golongan Syafi’i 
berpendapat bahwa hukum asal melangsungkan perkawinan itu boleh. 
Golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa 
hukum perkawinan itu sunnah. Sedangkan golongan Zahiriah 
berpendapat wajib.
11
 
Terlepas dari beberapa pendapat di atas, hukum perkawinan 
pada setiap orang dapat berbeda-beda disesuaikan dengan keadaan 
beserta tujuannya. Dari perbedaan tersebut sebuah perkawinan dapat 
dihukumi wajib bagi orang yang sudah mampu, nafsunya mendesak 
serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari 
perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik yang dilakukan 
adalah dengan perkawinan.
12
 
Perkawinan dihukumi sunnah bagi orang yang mau dan 
nafsunya kuat akan tetapi ia mampu mengendalikan diri dari perbuatan 
zina. Dihukumi mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan 
untuk melangsungkan perkawinan. Tentunya dengan belum atau tidak 
melaksanakan perkawinan tidak mendatangkan kemudaratan apapun 
dan kepada siapapun. 
                                                          
       
11
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 
45. 
       
12
 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: CV Putaka Setia, 1999), hlm. 
33.  
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Perkawinan dihukumi makruh bagi orang yang lemah syahwat 
dan tidak mampu memberi nafkah. Dan dihukumi haram bagi orang 
yang tidak mampu memberikan nafkah secara lahir maupun batin 
kepada istrinya, sehingga dikhawatirkan akan menelantarkan dirinya 
serta istrinya. Selain itu, jika ia melaksanakan perkawinan maka dapat 
keluar dari Islam.  
3. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 
Tahun 1974 Pasal 1 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 3 tujuan perkawinan guna mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.  
Secara terperinci tujuan dilaksanakannya perkawinan itu 
bersifat subjektif, diantaranya : 
a. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia 
Perkawinan merupakan fitrah manusia sebagai sarana 
menyalurkan nafsu seks yang selalu menuntut penyalurannya. 
Setiap manusia mempunyai insting terhadap seks, perbedaannya 
adalah kadar dan intensitasnya. 
b. Menjadikan Akhlak yang Luhur 
Disyari’atkannya sebuah perkawinan menjadi sarana efektif 
untuk mendidik dalam membentengi manusia dari perbuatan yang 
dapat merendahkan bahkan merusak martabat manusia. 
24 
 
c. Memperoleh Kebahagiaan dan Ketenteraman 
Perkawinan dapat menjadikan jiwa menjadi tenang, 
menumbuhkan kehidupan yang penuh cinta serta kasih sayang, 
sebab melalui keluarga yang bahagia dan tentram dapat 
mengantarkan pada sebuah ketenangan dalam beribadah.  
d. Memperoleh Keturunan 
Dalam perkawinan, insting untuk memiliki keturunan 
dimiliki oleh seseorang pria maupun wanita. Namun bukan hanya 
sekedar memperoleh anak begitu saja, melainkan harus mendidik 
dan membentuk anak menjadi generasi yang berkualitas, sholeh 
ataupun sholehah dan bertaqwa kepada Allah.  
e. Menegakkan Rumah Tangga Islami 
Tujuan luhur sebuah perkawinan yakni menjadi tempat 
pengaplikasian ibadah yang tidak memiliki batasan. Oleh 
karenanya, sebelum membangun sebuah rumah tangga harus 
memperhatikan beberapa hal yang sudah diajarkan oleh agama 
Islam.  
Pertama, kafaah atau kesetaraan menurut konsep Islam. 
Para ulama dan cendekiawan sangat menekankan perlunya 
kesetaraan dalam sebuah rumah tangga.
13
 Kesetaraan bukanlah 
hanya sekedar dalam garis ekonomi, sosial, namun juga setara 
dalam perihal agama. Dalam Islam, seorang laki-laki muslim boleh 
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 Quraish Shihab, Perempuan, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2011), hlm. 347. 
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menikah dengan seorang perempuan non-Islam. Akan tetapi 
melarang seorang perempuan menikah dengan laki-laki non-Islam. 
Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pada umumnya laki-
laki lebih kuat dibandingkan wanita, selain itu kelak nantinya laki-
laki menjadi seorang kepala rumah tangga yang mendidik anggota 
keluarganya. 
Kedua, memilih wanita yang sholehah. Seperti yang 
terdapat dalam suatu hadits : 
ِْن ي ِّدلاِْتاَذِب رَف ظَافْاَهِن يِدِلَوَْاِلِاَمَِلَِوْاَهِبَس
ِِلَِوَْاِلِاَمِلٍَْعب رَِلأَُْةأ رَ
لماُْحَك ن ُتَْْكاََديْ  تَب ر َت   
Artinya : 
Perempuan dinikahi karena empat hal : 1) karena hartanya, 2) 
karena keturunannya, 3) karena cantiknya, 4) karena agamanya. 
Maka dapatkanlah wanita yang beragama (Islam), niscaya kedua 
tanganmu kaya (niscaya engkau akan selamat). 
Perkawinan yang didasari harta akan dapat 
menyengsarakan karena tidak ada yang dapat menjamin 
kesinambungan harta.
14
 Kemudian perkawinan yang mengharap 
kebangsawanannya berarti menginginkan gelar atau pangkat. Ini 
juga tidak akan memberi faedah karena kebangsawanan salah 
seorang di antara suami itu tidak akan berpindah kepada orang lain. 
Dan perkawinan berdasar kecantikan ini sedikit lebih baik, 
kecantikan dapat bertahan sampai tua jika tidak bangga dan 
sombong. Akan tetapi perkawinan yang berdasarkan agama dan 
pandangan hidup akan membahagiakan karena tuntunan agama 
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langgeng melampaui batas usia manusia dan pandangan hidup 
yang akan menyertai sepanjang hidupnya. 
4. Prinsip Perkawinan 
Prinsip perkawinan dalam Al Qur’an dan Hadits dituangkan 
kembali dalam garis hukum melalui Undang-Undang Perkawinan No 1 
Tahun 1974 
15
 : 
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal.  
b. Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c. Menganut asas monogami, apabila ingin beristri lebih dari 1 maka 
harus mendapat persetujuan dan memenuhi syarat yang berlaku. 
d. Calon suami istri harus matang secara jiwa maupun raga agar kelak 
dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik. 
e. Dengan perkawinan yang bahagia dan kekal maka menganut 
prinsip mempersulit perceraian. 
f. Hak dan kewajiban yang seimbang pada suami istri. 
5. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran Allah, akan 
tetapi perkawinan juga berkaitan dengan hukum suatu negara.
16
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Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum 
negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 
a. Rukun  
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
dalam Pasal 2 yakni sahnya suatu perkawinan dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan 
dalam Islam sahnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum 
Islam Bab IV bagian kesatu Pasal 14 yang diantaranya : 
1) Calon suami; 
2) Calon istri; 
3) Wali nikah; 
4) Dua orang saksi dan; 
5) Ijab dan Kabul. 
 
b. Syarat 
1) Calon suami 
Calon suami merupakan qabil (penerima) atas ucapan 
ijab dalam sebuah akad nikah. Adapun syarat yang harus 
dipenuhi sebagai berikut
17
 : 
a) Tidak ada larangan melaksanakan perkawinan 
Calon suami tidak ada larangan melaksanakan 
perkawinan baik karena hubungan nasab, semenda atau 
sepersusuan baik bersifat permanen ataupun sementara 
yang menjadikan keduanya berstatus sebagai satu 
mahram. 
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b) Menentukan laki-laki yang hendak dikawinkan dalam 
redaksi akad 
Disyaratkan bagi calon suami harus pasti dan 
orangnya ada di dalam akad. Jika tidak demikian maka 
perkawinan dianggap batal. 
c) Tidak dalam keadaan ihram 
Calon suami saat melakukan sebuah perkawinan 
tidak dalam keadaan sedang melakukan ihram, baik 
dilakukan oleh dirinya sendiri maupun diwakilkan. 
d) Kelayakan 
Kelayakan yang dimaksud ialah balig (dewasa), 
berakal dan tas}aruf (berinteraksi). Jika dia termasuk anak 
kecil, maka harus meminta izin dan urusan perkawinan 
diserahkan kepada wali. Pada zaman sekarang batas usia 
seseorang melakukan perkawinan yakni 19 tahun. 
2) Calon istri 
Calon istri merupakan wanita yang hendak dikawini 
atau dikawinkan. Ia bukanlah ‘aqid, sehingga ungkapannya 
tidak dianggap sah karena telah ditempati oleh otoritas wali. 
Syarat bagi calon istri diantaranya : 
a) Tidak ada larangan melaksanakan perkawinan 
Calon istri tidak ada larangan melaksanakan 
perkawinan dengan seorang laki-laki baik karena 
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hubungan nasab, semenda atau sepersusuan. Baik 
permanen ataupun sementara yang menjadikan keduanya 
berstatus menjadi satu mahram. 
b) Menentukan wanita yang hendak dikawinkan dalam 
redaksi akad 
Yang dimaksudkan dalam perkawinan adalah 
seorang wanita itu sendiri, maka wajib hukumnya 
memastikan wanita yang hendak dikawini atau 
dikawinkan. Jika tidak demikian maka perkawinan 
dianggap tidak sah. 
c) Tidak dalam keadaan ihram 
Calon istri tidak sedang dalam keadaan ihram atau 
umrah, baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun 
diwakilkan oleh orang lain. Apabila hal itu terjadi maka 
perkawinan tersebut dianggap batal. 
3) Wali nikah 
Wali pengantin wanita adalah rukun perkawinan, sebab 
seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. 
Adapun syarat seorang wali diantaranya : 
a) Seagama  
Harus sesama muslim, sebab Islam tidak ada 
perwalian bagi orang kafir atas muslim. Wali perkawinan 
ditetapkan berdasarkan ta’s}ib dalam waris, sedangkan 
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antara kafir dan muslim tidak ada hubungan waris-
mewarisi. 
b) ‘Adl (lurus) 
Menurut qaul azhar18, wali harus adil (lurus). 
Maksudnya tidak berbuat dosa besar atau selalu berbuat 
dosa kecil, serta tidak mengerjakan sesuatu yang dapat 
melepas kehormatannya. Jika tidak dapat mencegah 
perbuatan tersebut maka ia termasuk orang fasik yang 
tidak berhak menikahkan wanita manapun. 
c) Taklif 
Disyaratkan seorang wali hendaknya mukalaf yakni 
balig dan berakal. Jadi tidak ada hak wali pada anak kecil 
dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki otoritas 
perwalian untuk dirinya sendiri terlebih untuk orang lain. 
d) Terbebas dari penyakit yang melepaskan pandangan 
Disyaratkan seorang wali bebas dari penyakit yang 
bisa menghilangkan ingatan atau berpenyakit sangat 
parah. Posisi wali yang seperti ini digantikan oleh wali 
berikutnya. 
e) Dalam keadaan boleh menikahkan 
Disyaratkan seorang wali tidak sedang berihram, 
baik karena haji maupun umrah. Karena orang yang 
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sedang berihram tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, 
terlebih untuk orang lain.  
4) Dua orang saksi  
Untuk menjaga dan memelihara akad perkawinan, 
wajiblah kehadiran dua orang saksi. Adapun syarat sebagai 
saksi : 
a) Dua orang laki-laki. 
Tidak akan diterima kesaksian dari wanita atau 
hanya satu laki-laki dan dua wanita dalam akad 
perkawinan. 
b) Beragama Islam 
Kedua saksi yang dihadirkan dalam akad 
perkawinan haruslah beragama Islam. Maka dari itu 
kesaksian laki-laki atau wanita non-Islam dalam 
perkawinan orang Islam tidak akan diterima. 
c) Balig dan berakal sehat 
Kedua saksi yang dihadirkan dalam akad 
perkawinan haruslah balig dan berakal sehat. Maka 
kesaksian anak kecil dan orang gila tidak bisa diterima 
yang berakibat pada batalnya akad tersebut. 
d) Orang yang ‘adl (lurus) 
Kedua saksi yang dihadirkan dalam akad 
perkawinan haruslah adil meskipun luarnya saja. Tidak 
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akan dianggap sah jika kesaksian perkawinan tersebut dari 
orang fasik yang terang-terangan dalam perbuatan 
fasiknya. 
5) Ijab dan Kabul 
Ijab merupakan ucapan wali pengantin wanita. Dan 
kabul ialah ucapan pengantin laki-laki. Kedua kalimat tersebut 
memiliki beberapa syarat, diantaranya : 
a) Menggunakan lafaz at-Tazwij atau al-Nikah{ 
Kedua kata ini untuk menunjukkan akad 
perkawinan karena memiliki makna yang jelas dan mudah 
untuk ditegakkan.
19
 
b) Lafaz at-Tazwij atau al-Nikah{ harus jelas 
Dalam melafazkan akad perkawinan harus jelas, 
sebab jika perkataan tersebut mendekati unsur kinayah 
maka tidak dianggap sah. 
c) Tetapnya keahlian dua ‘aqid sampai kabul selesai 
Kedua ‘aqid tetap atas kelayakannya dalam berakad 
sampai kabul selesai diucapkan. Jika salah satu ‘aqid 
pingsan sebelum selesai diucapkan, maka akad tidak sah. 
d) Berlangsung 
Ucapan ijab kabul haruslah berlangsung seketika itu 
juga, sehingga penyusunan kalimatnya dapat langsung 
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ditetapkan. Jadi tidak sah jika menyandarkan ucapan pada 
masa yang akan datang.  
B. Wali 
1. Pengertian   
Perwalian adalah keadaan seseorang mewakilkan perbuatan 
bagi orang yang belum dewasa dan yang berada di bawah 
pengampuannya. Menurut Riduan Syahrani
20
, perwalian itu sama 
halnya seperti orang yang belum dewasa dan yang berada di bawah 
pengampuan orang lain dalam melakukan perbuatan hukum. 
Sedangkan Menurut Subekti adalah pengawasan terhadap anak di 
bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua 
mengenai benda atau kekayaan.  
Kemudian Abdul Kadir Muhammad juga menjelaskan pada 
dasarnya perwalian merupakan kecakapan atau kemampuan orang 
dewasa melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur.
21
  
Karena kedudukan seorang wali ini sangat penting, maka hukum 
membebankan tanggung jawab kepada wali. Sehingga terdapat syarat 
untuk menjadi seorang wali.
22
 
Dalam pembagiannya, ada dua macam yakni perwalian umum 
dan khusus.
23
 Perwalian umum yaitu semua hal yang berkaitan dengan 
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 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 22. 
       
23
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tindakan seseorang dalam mewakilkan perbuatan orang yang berada di 
bawah pengampuannya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah 
perwalian dalam Pasal 50 sampai 54 yang berkaitan dengan wali dalam 
arti pengampuan bagi anak yang safih. 
Sedangkan perwalian khusus berkenaan dengan manusia dan 
harta benda pada masalah perkawinan. Dan yang dimaksud dalam 
Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengenai wali 
dikembalikan kepada Pasal 2 bahwa ketentuan hukum agama yang 
menjadi tolok ukur penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. 
Dalam Islam salah satu rukun perkawinan yakni adanya wali nikah 
yang dimiliki oleh seorang laki-laki baik ayah, kakek maupun kerabat. 
Hal ini berarti bahwa seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya 
sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.
24
 
2. Wali Nikah dan Kedudukannya 
Wali adalah ketentuan hukum syara’ sebagai rukun yang harus 
dipenuhi calon mempelai wanita untuk menikahkan atau memberi izin 
perkawinan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Kompilasi Hukum 
Islam dalam Pasal 19. Wali dalam menikahkan dapat bertindak 
langsung atau mewakilkannya pada orang lain.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) bahwa yang 
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi 
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syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig. Dalam pelaksanaan 
akad perkawinan atau yang biasa disebut dengan ijab kabul, 
penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang 
mewakilinya, dan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. 
Jadi seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan 
di wajibkan menggunakan wali, sebab kedudukan seorang wali dalam 
suatu perkawinan sangatlah penting. Wali menjadi salah satu syarat 
sahnya perkawinan.. Hal ini karena seorang wanita tidak memiliki 
otoritas untuk hal tersebut baik secara langsung, dengan izin ataupun 
melalui pengganti orang lain.  
Alasan lain seorang wanita tidak dapat melaksanakan ijab 
kabul sendiri, karena menurut kebiasaan wanita memiliki sifat pemalu 
yang mendominasi dirinya. Selain itu tujuan dari adanya wali dalam 
perkawinan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, 
yang mana wanita itu mudah tertipu dan terkecoh. 
Para ulama fiqh mempunyai pendapat yang berbeda mengenai 
kedudukan wali yang menjadi salah satu syarat sahnya sebuah 
perkawinan. Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada perkawinan 
tanpa wali dan wali merupakan syarat sah dari sebuah perkawinan. 
Pendapat imam Malik ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i. 
Apabila melaksanakan perkawinan tanpa wali, maka batal.  
Dalam surat al-Baqarah ayat 234, bahwa ayat ini ditujukan 
kepada wali. Sebab jika seorang wali tidak mempunyai hak dalam 
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perwalian, tentunya seorang wali tersebut tidak dilarang untuk 
menghalangi. 
...ْغَل َبْاَذَِإفَْنْْىنُهَلَجَأَْْلََفَْْحاَنُجْمُكيَلَعْاَميِفَْْنلَع َفْ...ْ
Artinya : 
... Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka ....
25
 
Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya’bi dan az-Zuhri 
berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa 
wali, maka perkawinan tersebut boleh dilakukan jika calon mempelai 
laki-laki sekufu dengan calon mempelai wanita. Artinya kedudukan 
wali dalam sebuah perkawinan tersebut tidak wajib. Bahkan seorang 
wanita dapat menikahkan dirinya sediri. Hal ini berdasar pada surat al-
Baqarah ayat 234 : 
...ْغَل َبْاَذَِإفَْنْْىنُهَلَجَأَْْلََفَْْحاَنُجْ ْمُكيَلَعْاَميِفَْْنلَع َفِْْفْْىنِهِسُفَنأِْْبَْ
لمٱِْ وُرعُ ْۗ... 
Artinya : 
... Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada dosa bagimu 
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka 
menurut yang patut ...
26
 
Dalam surat al-Baqarah ayat 232  juga disebutkan : 
...ْعَتَْلََفْىنُهوُلُضْنَأَْْنحِكَنيْْىنُهَجََٰوَزأْ...ْْ
 
Artinya : 
... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 
dengan bakal suaminya ...
27
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Kedua pendapat di atas berbeda dengan pendapat Abu Daud 
yang memisahkan antara gadis dengan janda mengenai persyaratan 
adanya wali dalam perkawinan. Menurut beliau, wali itu hanya sebuah 
syarat untuk seorang gadis, tidak untuk janda. Pendapat lain 
menyatakan bahwa persyaratan wali ini hukumnya sunnah, tidak 
sampai pada wajib. Hal ini berdasar pada adanya waris-mewarisi 
antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa adanya 
seorang wali dan wanita itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-
laki untuk menikahkannya.
28
  
ُْرَم أَت  سُتْ ىتََّحُِّْيَِّ  لاُْحَك ن ُتَْلَْمىلَسَوِْه يَلَعُْللهاْىىلَصِْللهاُْل وُسَرَْلَاقْ:َْلَاقََْةر  يَرُهِْبَِاْ  نَع 
َْْلَوُْْحَك ن ُتَْْنَذ أَت  سُتْ ىتََّحُْر  كِب لاَْْتُك  سَتْ  َناْ:َْلَاقْ؟ْاَه ُن ذِإَْف يََكوْ:ِْللهاُْل وُسَرَْْايْا وُلَاق  
Artinya : 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya, Rasulullah SAW bersabda: janganlah 
dinikahkan perempuan janda sebelum dimintai pendapatnya dan 
perawan sebelum dimintai izinnya, sahabt kemudian bertanya: 
“Bagaimana cara izinnya perawan itu ya Rasulullah?” Rasulullah 
menjawab: “diamnya adalah izinnya”.29 
Pentingnya seorang wali bukan hanya dari sisi agama semata. 
Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 
(1) juga menunjukkkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang 
penyerahannya tidak dilakukan oleh wali, perkawinan yang 
dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak 
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berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 
dihadiri 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga. 
Namun demikian, bila yang melangsungkan perkawinan telah hidup 
bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi 
gugur dan istri tersebut berhak mendapatkan mahar.
30
 
3. Macam-macam Wali Nikah 
a. Wali nasab 
Wali nasab yakni wali yang didasari oleh adanya hubungan 
darah. Wali nasab ini dibagi dalam 2 golongan : 
1) Wali aqrab (dekat) : ayah 
2) Waki ab’ad (jauh) : kakak atau adik ayah 
Sebab perpindahan wali aqrab ke wali ab’ad jikalau 31 : 
1) Wali aqrab non-muslim; 
2) Wali aqrab fasik; 
3) Wali aqrab belum dewasa; 
4) Wali aqrab gila; 
5) Wali aqrab bisu/tuli. 
Berkenaan dengan wali nasab juga diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam pada Pasal 21 yang berisikan :  
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok 
yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan 
calon mempelai wanita; 
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Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni 
ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; 
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka; 
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 
kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki 
mereka; 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara 
laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 
orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang 
paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat 
kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka 
yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung 
dari kerabat yang seayah; 
(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama 
yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan 
kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali 
nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 
syarat-syarat wali. 
Dilanjutkan Pasal 22 yang menyatakan bahwa wali nikah 
yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali 
atau oleh karena wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau 
sudah uz|ur. Maka hak walinya bergeser kepada yang lain menurut 
derajat berikutnya. Berikut urutan wali nikah secara rinci : 
1) Ayah kandung 
2) Kakek (dan seterusnya keatas dari garis ayah) 
3) Saudara laki-laki sekandung 
4) Saudara laki-laki seayah 
5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 
6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara sekandung 
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8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah 
9) Saudara laki-laki ayah sekandung 
10) Saudara laki-laki ayah seayah 
11) Anak laki-laki paman sekandung 
12) Anak laki-laki paman seayah 
13) Saudara laki-laki kakek seayah 
14) Anak laki-laki suadara laki-laki kakek sekandung  
15) Anak laki-laki suadara laki-laki kakek seayah 
al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada 
saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki. Sebab, kakek 
adalah asal, kemudian paman dari pihak ayah sampai ke bawah, 
kemudian bekas tuan dan barulah penguasa.  
b. Wali hakim 
Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim atau 
penguasa dari pemerintah. Dalam huruf b Pasal 1 Kompilasi 
Hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang 
ditunjuk oleh Menteri Agama RI untuk bertindak sebagai wali 
nikah. 
ُْهَلْىلَِوَْلْ  نَمْ لَِوُْنَاط ل سلَْاف... 
Artinya : 
... Maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai 
wali.
32
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 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah ..., hlm. 623. 
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Wali hakim yang pada mulanya dalam sejarah hukum 
perkawinan di Indonesia, pernah muncul perdebatan. Hal ini 
berawal dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi 
Muhammad SAW bersabda sultan adalah wali bagi wanita yang 
tidak memiliki wali. Pengertian sultan adalah raja, penguasa atau 
pemerintah. Kata sultan tersebut diartikan sebagai hakim atau oleh 
Sayyid Sabiq. Namun kenyataannya, kepala KUA atau Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) yang bertindak sebagai wali hakim bagi 
yang tidak mempunyai wali atau walinya ‘ad{al.33  
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kepala 
negara sekaligus sebagai penguasa umum adalah presiden. 
Kedudukan Menteri Agama sebagai pembantu presiden menerima 
tauliah (delegation) dalam penyelenggaraan akad nikah bagi wanita 
yang tidak mempunyai wali atau walinya ‘ad{al. Apabila tidak ada 
orang tersebut, wali hakim dapat dilakukan oleh orang terkemuka 
atau yang alim. Yang berhak menjadi wali hakim : 
1) Kepala Pemerintah; 
2) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintah yang diberi 
wewenang kepala negara untuk menikahkan wanita yang 
berwali hakim. 
Adanya wali hakim disebabkan karena : 
1) Tidak ada wali nasab; 
                                                          
       
33
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia ..., hlm. 19. 
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2) Tidak cukup syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad; 
3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km 
atau 2 hari perjalanan; 
4) Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui; 
5) Wali aqrab-nya ‘ad{al; 
6) Wali aqrab-nya berbelit atau mempersulit. 
7) Wali aqrab-nya sedang ihram; 
8) Wali aqrab-nya sendiri yang akan menikah; 
9) Wanita yang akan dinikahkan gila,tetapi sudah dewasa dan 
wali mujbirnya tidak ada. 
Wali hakim tidak berhak menikahkan : 
1) Wanita yang belum balig; 
2) Kedua belah pihak tidak sekufu; 
3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; 
4) Di luar daerah kekuasaannya.  
C. Wali ‘Ad{al 
1. Pengertian Wali ‘Ad{al 
Ketika seorang wali menolak untuk menikahkan anaknya 
dengan alasan yang tidak syar’i maka disitulah terjadi kezaliman yang 
kemudian disebut dengan ‘ad{al.34  Jadi wali ‘ad{al ialah wali yang 
kehilangan kemampuan menikahkan seorang anak. Atau bisa juga 
dipahami bahwa wali ‘ad{al merupakan kondisi seorang wali yang tidak 
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 Fatima, “Perempuan Sebagai Anak dan Hak-Haknya Dalam Perkawinan,” Jurnal Indo-
Islamika, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 1, 2012, hlm. 130. 
43 
 
lagi berhak menikahkan anaknya atau seorang perempuan yang berada 
di bawah perwaliannya dengan beberapa syarat dan kondisi tertentu. 
Dijelaskan oleh Abdurrahman al-Jaziri bahwa wali dikatakan ‘ad{al jika 
wali menolak menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki sekufu 
walaupun tanpa mahar mi>s|il. 
Begitu juga Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-
Shirbini menjelaskan bahwa wali dikatakan ‘ad{al jika anak 
perempuannya rasidah (memiliki kecakapan untuk berfikir) ataupun 
safihah (tidak memiliki kecakapan untuk berfikir) meminta untuk 
dinikahkan dengan calon yang sekufu akan tetapi enggan menikahkan. 
Hal ini juga disampaikan oleh Zainuddin Abu Yahya Zakariya al-
Ansari dan hukumnya dosa sebab adanya perintah untuk tidak 
menolak perkawinan anaknya.
35
 
Hak perwalian dalam perkawinan merupakan hak yang harus 
ditunaikan. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai kedudukan 
wali yang penting sebagai penentu sahnya perkawinan. Jika kemudian 
wali tersebut tidak mau menikahkan atau enggan atau ‘ad{al, maka 
menjadikan kekosongan pada posisi wali tersebut. Hal demikian 
menjadi berat bagi wanita yang sudah jelas-jelas memiliki calon 
pasangan yang siap menuntunnya. M. Thalib
36
 mengemukakan ada 
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 Moh. Dliya’ul Chaq, “Telaah Ulang Hak Paksa Dalam Perkawinan Islam Melalui 
Pendekatan Fiqh, Munasib al-Illah dan ‘Urf,” Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, (Jombang) 
Vol. 5 Nomor 2, 2017, hlm. 120. 
       
36
 Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan 
Perundang-undangan di Indonesia,” Jurnal Kajian Hukum Islam, (Cirebon) Vol. 1 Nomor 1, 2016, 
hlm. 62. 
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beberapa alasan enggannya seorang wali untuk menikahkan anak 
perempuannya atau seorang wanita yang berada di bawah 
perwaliannya, sebagai berikut : 
a. Orang tua melihat calon menantunya adalah orang miskin, 
sehingga orang tua khawatir jika anaknya kelak hidup sengsara. 
b. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan tidak terpelajar, 
sehingga orang tua khawatir keturunannya kelak menjadi orang 
bodoh dan tidak mempunyai sopan santun dalam keluarga. 
c. Orang tua melihat dari keluarga yang dahulunya pernah 
bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan 
direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin 
ikatan dalam sebuah perkawinan. 
2. Kriteria ‘Ad{al-nya Seorang Wali 
Penolakan wali nikah hendaklah dilihat terlebih dahulu alasan 
penolakan  termasuk alasan syar’i atau tidak syar’i. Alasan syar’i 
adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya wanita 
berada dalam pinangan orang lain, calon suami merupakan orang fasik 
atau bahkan kafir.
37
 Sedangkan alasan yang tidak syar’i ini semisal 
hitungan weton tidak cocok, beda aliran golongan dan sebagainya. 
Adapun kriteria seorang wali itu dikatakan sebagai wali yang 
‘ad{al, diantaramya38 : 
                                                          
       37 Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan ...,  hlm. 62. 
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 Moh. Dliya’ul Chaq, “Telaah Ulang Hak Paksa Dalam Perkawinan ..., hlm.122. 
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a. Adanya penolakan dari wali untuk menikahkan anaknya atau 
seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kriteria ini 
merupakan kriteria yang pasti, sebab jika tidak ada penolakan maka 
tidak ada wali yang dinilai ‘ad{al.  
b. Adanya permintaan untuk menikahkan anak perempuan atau 
seorang wanita yang dibawah perwaliannya yang telah balig dan 
berakal. 
c. Calon yang diajukan oleh anak perempuan atau seorang wanita 
yang berada di bawah perwaliannya adalah sekufu. Bukan hanya 
sekufu dalam masalah duniawi saja melainkan juga sekufu dalam 
persoalan agamanya. 
d. Calon yang diajukan tidak harus mampu membayar mahar mi>|sil 
secara penuh selama anak perempuan tersebut rela dengan kondisi 
calon suami. Berbeda lagi jika calon suami diajukan oleh wali, 
maka harus disyaratkan mampu membayar mahar mi>|sil secara 
penuh. 
e. Calon yang diajukan oleh anak perempuan atau seorang wanita 
yang berada di bawah perwaliannya tidak mengalami cacat yang 
dapat menyebabkan terhalangnya pelaksanaan kewajibannya 
sebagai suami. 
f. Antara calon suami dengan perempuan tersebut sudah saling 
mencintai dan menyayangi sehingga jika tidak dinikahkan khawatir 
akan masuk kedalam perzinaan. 
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g. Alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh wali tidak 
bertentangan dengan syara’ seperti halnya yang sudah dijelaskan di 
atas. 
3. Pengganti Wali ‘Ad{al 
Seorang wanita yang hendak menikah akan tetapi walinya 
enggan untuk menikahkannya, hal ini termasuk ke dalam kondisi yang 
darurat. Sehingga kondisi ini membutuhkan solusi atau ketentuan 
hukum yang meringankan kondisi wanita tersebut, yakni dengan 
berpindahnya hak perwalian kepada hakim.  
Pemindahan hak perwalian kepada wali hakim ini sesuai 
dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang 
menyatakan bahwa : 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak 
diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhol atau enggan. 
(2) Dalam hal wali Adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan pengadilan 
Agama tentang wali tersebut.  
Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 
Tahun 2005 tentang wali hakim dalam Pasal 2 ayat (1) sampai (2). 
Kemudian sebelum hak perwalian itu dipindah tangankan kepada 
wali hakim, maka harus melalui penetapan pengadilan Pengadilan 
selaku instansi yang berwenang dalam masalah wali yang ‘ad{al. 
Dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 dimana 
penetapan Pengadilan mengenai penetapan wali ‘ad{al harus 
didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat. 
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D. Pertimbangan Hakim 
Seorang Hakim sangat mulia dan terhormat dalam menjalankan 
perannya sebagai penegak hukum. Dalam proses pengambilan keputusan 
hakim harus terikat dengan peristiwa dan fakta yang relevan serta kaidah 
yang dijadikan dasar yuridis. Kemudian harus mandiri dan bebas dari 
pengaruh pihak manapun. Sehingga hasil putusan tersebut nantinya tidak 
menimbulkan masalah baru dalam lembaga ataupun masyarakat. 
39
  
Hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang saja, 
melainkan juru bicara hukum dan keadilan bagi masyarakat.
40
 Maka dari 
itu dalam pertimbangannya haruslah disikapi dengan teliti, baik dan 
cermat. Pertimbangan hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai putusan hakim harus mengandung 3 aspek 
yakni : Pertama, kepastian hukum merupakan suatu keadaan dalam hukum 
itu sendiri yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, 
keadilan hukum merupakan tujuan tertinggi yang hendak dicapai dalam 
penegakan hukum. Dengan terwujudnya sebuah keadilan maka 
kesejahteraan akan terwujud pula.
41
 Ketiga, kemanfaatan yakni bahwa 
setiap keputusan yang diambil oleh hakim harus memberikan manfaat bagi 
para pihak yang bersangkutan.  
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 Tata Wijatanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya 
Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 4 Nomor 2, 2014, 
hlm. 217. 
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 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasan Kehakiman Di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016), 
hlm. 146. 
       
41
 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 
2014), hlm. 119. 
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Kemudian pertimbangan hakim ada 2 macam yakni : 
1. Pertimbangan Hukum  
Pertimbangan hukum merupakan dasar disetiap putusan hakim 
yang dimulai dengan kata menimbang. Pertimbangan ini berdasarkan 
pada fakta yang diperoleh dalam persidangan yang berupa proses 
jawab menjawab.
42
 Pertimbangan ini disesuaikan dengan konstitusi 
yang telah ditetapkan dan harus termuat dalam putusan. Pertimbangan 
hukum selain memuat dasar alasan juga harus memuat pertimbangan 
yang logis-rasional.
43
  
2. Pertimbangan Non-Hukum  
Pertimbangan non-hukum yakni pertimbangan subjektif 
hakim.
44
 Seperti latar belakang Penggugat, kondisi Penggugat, dll. 
Dapat pula hakim dalam pertimbangannya menggunakan sebuah 
keyakinan. Selain itu, hakim dalam pertimbangannya harus termuat 
beberapa hal
45
 : 
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil tidak disangkal. 
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang 
menyangkut semua fakta dalam persidangan. 
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 V. Harlen Sinaga, Hukum Acara Perdata , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. 223. 
       
43
 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim..., hlm. 86. 
       
44
 Usman Pakay, “Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana..., hlm. 162. 
       
45
 Galuh Ratna Cahya Putri, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Nebis In Idem 
Pada Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus Perkara No 13/Pdt.G/PN.Bi Dan No 
11/Pdt/2009/PT.Smg)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sebelas 
Maret, 2010, hlm. 42.  
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3. Adanya pertimbangan secara yuridis dengan titik tolak pada pendapat 
para doktrinal, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan ini harus 
disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan mengisi. 
4. Petitum penggugat harus dipertimbangkan / diadili satu per satu 
sehingga dapat menarik kesimpulan terbukti atau tidaknya serta dapat 
dikabulkan atau tidakya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 
Seorang hakim juga memiliki kebebasan dalam melaksanakan 
kewenangan yang dimiliki, seperti halnya dalam memutus perkara sesuai 
dengan pertimbangannya sendiri. Hal seperti ini yang kemudian disebut 
dengan diskresi hakim.
46
 Seperti dalam Pasal 50 Undang-Undang No 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa putusan 
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat 
pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan 
dasar untuk mengadili.
47
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 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim, (Bandung: 
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 Reni Asmawati, ”Keabsahan Pergantian Kelamin Dalam Perspektif Yuridis (Studi Tentang 
Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan), Jurnal Jurisprudence, (Surakarta) Vol. 4 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PANGADILAN AGAMA KLATEN DAN 
PENETAPAN NOMOR 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt DAN 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
 
A. Pengadilan Agama Klaten 
1. Letak Geografis 
Kabupaten Klaten terletak di antara garis 110
o26’14”- 
110
o26’14” Bujur Timur dan 7o32’19” - 7o48’33” Lintang Selatan. 
Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 655,55 kilometer persegi, 
dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
a) Sebelah Utara   : Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah) 
b) Sebelah Timur   : Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah) 
c) Sebelah Selatan  : Kabupaten Gunungkidul (DIY) 
d) Sebelah Barat   : Kabupaten Sleman (DIY) 
Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni 
sebelah Utara Dataran Lereng Gunung Merapi, sebelah Timur 
membujur dataran rendah, sebelah selatan dataran Gunung Kapur. 
Menurut Tipografi Kabupaten Klaten terletak diantara gunung Merapi 
dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas 
permukaan laut. 
Pengadilan Agama Klaten terletak di wilayah Kabupaten 
Klaten yang berdekatan dengan pusat pemerintahan Kabupaten yakni 
terletak di Jl. K.H. Samanhudi No 9 Klaten, Jawa Tengah dengan No 
Telp/Fax : 0272-321513. 
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2. Kompetensi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa Peradilan Agama 
sebagai sub sistem pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan 
lingkungan tersendiri di samping lingkungan peradilan-peradilan yang 
lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah 
menetapkan status peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang 
utuh dan mandiri dengan ditandai mempunyai kewenangan untuk 
mengeksekusi putusannya sendiri. 
Pengadilan Agama Klaten merupakan bagian dari Kabupaten 
Klaten, maka Pengadilan Agama Klaten mempunyai wilayah hukum 
yang sama dengan pemerintah daerah kota Klaten yakni terdiri dari 26 
kecamatan yang meliputi 396 desa dan 7 kelurahan. 
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3. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Klaten 
a. Visi  
Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan 
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan 
fungsi Pengadilan Agama Klaten. Visi yang dimiliki oleh 
Pengadilan Agama Klaten yakni “Mendukung Terwujudnya 
Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Klaten”. 
b. Misi  
Misi merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai 
dengan yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan 
terwujud dengan baik. Berikut misi Pengadilan Agama Klaten : 
1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan 
sewajarnya, serta mengayomi masyarakat; 
2) Menyelenggarakan pelayanan non-yudisial dengan bersih dan 
bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
3) Mengembangkan penerapan manajemen dalam pengurusan 
kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan 
pengelolaan keuangan; 
4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan 
pengawasan terhadap jalannya peradilan. 
c. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama 
Klaten sebagai berikut : 
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1) Terciptanya keadilan yang cepat, jujur, bersih, berwibawa, 
mandiri dan independen; 
2) Terciptanya akses layanan hukum; 
3) Terciptanya kualitas input eksternal pada proses peradilan; 
4) Terwujudnya institusi peradilan yang efisien, efektif dan 
berkualitas; 
5) Terciptanya aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, 
dapat dipercaya dan transparan. 
4. Tugas dan Fungsi  
a. Tugas  
Tugas pokok Pengadilan Agama Klaten adalah memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama meliputi : 
1) Perkawinan; 
2) Waris; 
3) Wasiat; 
4) Hibah; 
5) Wakaf; 
6) Shadaqah; dan 
7) Ekonomi Syari’ah. 
b. Fungsi 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan 
Agama mempunyai fungsi yang diantaranya
1
 :  
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 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Klaten 2018, hlm. 16. 
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1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 
eksekusi;  
2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, 
kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara 
lainnya;  
3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua 
unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian 
dan Keuangan kecuali keuangan perkara);  
4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 
pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-
orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan di bawah 
tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan 
sebagainya;  
5) Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan 
hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, 
pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat 
mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan 
waktu shalat dan sebagainya. 
5. Struktur Organisasi 
Struktur Pengadilan Agama Klaten mengacu pada Undang - 
Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 
Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 
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serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1996 
tanggal 13 Agustus 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 
seluruh Indonesia serta Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. 
Adapun urutan ketua Pengadilan Agama Klaten dari tahun 
1974 hingga 2019 sebagai berikut : 
NO Nama Ketua Masa Jabatan 
1. Ibrahim 1974 – 1951 
2. Saibani  1951 – 1964 
3. K.H. Abdul Kadir 1964 – 1976 
4. Achid Maaduki 1976 – 1978 
5. Drs. Barizi 1978 – 1983 
6.  Drs.H. Suhaimi 1983 – 1992 
7. Drs. Suharto 1992 – 1993  
8. Drs. Duror Mansur, S.H. 1993 – 1994  
9. Drs. H. Muhsoni, S.H. 1994 – 1999 
10. Drs. H. Bunyamin, S.H. 1999 – 2002  
11. Dra. Hj. Ayunah M. Zabidi 2002 – 2006  
12. Drs. H. A. Sahal Maksun, MSI 2006 – 2011 
13. Drs. H. M. Kahfi, S.H. 2011 – 2015 
14. Drs. H. M. Rosyid Yakub, M.H. 2015 – 2017 
15. Dr. Agus Yunih, S.H., M.HI. 2017 – 2019 
16. Dra. Nurwathon,S.H., M.H. 2019 – sekarang 
 
Sedangkan Struktur organisasi Pengadilan Agama Klaten saat 
ini sebagai berikut :  
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Ketua     : Dra. Nurwathon,S.H., M.H. 
Wakil Ketua    : Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. 
Sekretaris    : Wardoyo Dwi Astoto, S.E. 
Panitera     : Drs. Aziz Nur Eva 
Wakil Panitera    : Uswatun Chasanah, S.H. 
Panitera Muda Hukum   : Siti Suharsi, S.Ag. 
Panitera Muda Gugatan (Plt) : Widodo, S.H. 
Panitera Muda Permohonan  : Isti Wajinah, S.H. 
Juru Sita     : Jumeno, S.H.  
Kasubag Perencanaan, IT : Nanang Wahyudi, A.Md  
Kasubag Kepegawaian, Ortala : Ismail Jamil 
Kasubag Umum dan Keuangan  : Sri Supini  
Fungsional Hakim   : 
a. Hj. Ismiyati, S.H. 
b. Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.  
c. Dra. Sri Sangadatun, M.H.  
Fungsional Panitera Pengganti  : 
a. Drs. Agus Parwito, M.H.  
b. Nur Hayati, S.H. 
c. Salmah Cholidah, S.H.I.  
d. Tiara Melda Azmila, S.H. 
e. Leny Legawati, S.H. 
f. Ni’matul Ulfah, S.H.I. 
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Fungsional Juru Sita Pengganti  :  
a. Nanang Wahyudi, A.Md.  
b. Desi Retno Utari, A.Md  
c. Marino  
d. Warsana 
Staff Kepegawaian, Ortala : Dyah Triningsih, S.E. 
Staff Umum dan Keuangan  : Vollodia Lesta Zahwa, S.Psi 
6. Jumlah Permohonan Wali ‘Ad{al  Tahun 2017 
Pada tahun 2017 perkara permohonan wali ‘ad{al yang diterima 
Pengadilan Agama Klaten sejumlah 21 perkara.  
 
Dari 21 perkara tersebut ada 14 permohonan yang diputus, 
sedangkan sisanya dicabut sebelum pemeriksaan persidangan.  
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Selanjutnya selama proses persidangan, dari ke 14 
permohhonan tersebut hanya ada 9 perkara yang berhasil untuk 
diselesaikan. Yang diantaranya hanya ada 1 permohonan yang ditolak 
dan 8 permohonan yang dikabulkan. Sedangkan 5 sisanya diputuskan 
untuk dicabut oleh pemohon. 
B. Penetapan Permohonan Wali ‘Ad{al  No 0060/Pdt.P/2017/PA. Klt 
1. Deskripsi Penetapan  
Penetapan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt merupakan perkara 
permohonan wali ‘ad{al. Penetapan permohonan wali ‘ad{al ini 
merupakan perkara voluntair, yakni perkara yang hanya menyangkut 
salah satu pihak saja tanpa berkaitan dengan pihak lain.  
Dalam penetapan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt yang diajukan 
oleh SRN selaku seorang anak yang berumur 28 tahun, beragama 
Islam, bekerja sebagai Karyawan Koperasi dan berkediaman di Seman 
RT 20 RW 07 Desa Bonyokan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten 
yang kemudian disebut sebagai Pemohon.  
Dalam surat permohonannya yang tertanggal pada 20 April 
2017 mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Klaten untuk 
menetapkan ayahnya JS yang berumur 56 tahun, beragama Islam, 
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru, dan berkediaman di 
Seman RT 20 RW 07 Desa Bonyokan Kecamatan Jatinom Kabupaten 
Klaten selaku wali nasab sebagai wali ‘ad{al.  
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Hal ini diajukan karena ayah pemohon enggan untuk 
menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yakni GEP yang 
berumur 36 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Karyawan Kantor 
Kecamatan Jatinom, berkediaman di Dusun Pandeyan RT 04 RW 02 
Desa Pandeyan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Atas 
keengganan ayah Pemohon tersebut, kemudian Pemohon dengan 
calon suami Pemohon mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama setempat.  
Adapun susunan majelis hakim dalam perkara No 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt sebagai berikut : 
Ketua Majelis   : Dra. Hj. Siti Faridah 
Hakim Anggota I  : Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. 
Hakim Anggota II  : H. Muh Dalhar Asnawi, S.H. 
Panitera Pengganti  : Isti Wajinah, S.H 
2. Duduk Perkara Penetapan  
Dalam duduk perkara permohonannya, Pemohon menjelaskan 
sebagai berikut
2
 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah 
Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan dengan calon 
suami Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Akan tetapi mendapat 
penolakan lantaran ayah Pemohon tidak bersedia atau enggan menjadi 
wali nikah Pemohon.  
                                                          
       
2
 Penetapan Pengadilan Agama Klaten No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt Perihal Penetapan Wali 
Adhol, Tanggal 10 Agustus 2017 
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Namun atas penolakan tersebut, antara Pemohon dengan calon 
suami Pemohon tetap berkeingingan untuk melangsungkan 
perkawinan sebab Pemohon sudah dewasa dan merasa siap menjadi 
seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon 
suami Pemohon yang sudah dewasa, siap menjadi suami sekaligus 
kepala rumah tangga.  
Alasan lain yang menjadikan Pemohon dan calon suami 
Pemohon tetap ingin melangsungkan perkawinan karena hubungan 
cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin 
cukup lama yakni kurang lebih 9 bulan, sehingga antara Pemohon 
dengan calon suami Pemohon khawatir jika mereka tidak segera 
melangsungkan perkawinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, 
yakni sebuah perzinaan. Terlebih di antara keduanya tidak memiliki 
larangan menikah. 
Kemudian antara Pemohon dengan calon suami Pemohon 
sudah pula melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon dan 
membujuk ayah Pemohon agar menerima peminangan serta kemudian 
menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Akan tetapi, 
ayah Pemohon yang berkedudukan sebagai wali nikah terdekat 
Pemohon tetap enggan dan tidak bersedia menjadi wali nikah antara 
Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Penolakan oleh wali 
Pemohon ini dikarenakan calon suami Pemohon berstatus sebagai 
duda cerai.  
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Dengan adanya penolakan baik dari pihak wali Pemohon 
maupun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Jatinom Kabupaten Klaten, maka Pemohon mengajukan permohonan 
terkait penetapan wali ‘ad{al terhadap ayah Pemohon ke Pengadilan 
Agama Klaten. 
Dalam permohonannya Pemohon mengajukan beberapa surat 
tertulis sebagai penguat permohonan yang diantaranya : 
a) Surat penolakan Nomor : 167/Kua.11.10.06/PW.01/04/2017 pada 
tanggal 20 April 2017 (tertanda P.1); 
b) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 
3310206102890001 tanggal 27 Oktober 2012 (tertanda P.2); 
c) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk wali Pemohon Nomor : 
33102061703610001 tanggal 27 Oktober 2012 (tertanda P.3); 
d) Foto Copy Kutipan Akta Nikah wali Pemohon tanggal 05 Juni 
1988 (tertanda P.4); 
e) Foto Copy Surat Keterangan calon suami Pemohon No. 
3310/SKT/20170111/00189 tanggal 11 Januari 2017 (tertanda 
P.5); 
f) Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon No. 1472 tanggal 25 Mei 
1989 (tertanda P.6); 
g) Foto Copy Akta Cerai calon suami Pemohon No. 
0255/AC/2016/PA.Klt tanggal 17 Februari 2016 (tertanda P.7); 
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h) Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 331200909040037 tanggal 22 
November 2011 (tertanda P.8). 
Beberapa surat di atas sebagai bukti tertulis dan telah 
dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup. 
3. Dasar Pertimbangan Hakim 
Penetapan wali ‘ad{al merupakan salah satu produk hakim atas 
hasil pemeriksaan dalam sebuah persidangan di Pengadilan Agama 
Klaten. Sebelum memberikan penetapan dalam sebuah perkara, 
tentunya para Hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai dasar 
atau acuan dalam memberikan penetapan tersebut. 
Dalam penetapan ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan 
yang diantaranya : Pertama, dari segi alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan. Dalam hal ini Pemohon mengajukan alat bukti tertulis 
yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon No 3310206102890001 
yang kemudian disebut dengan P.2 yang membuktikan bahwa 
Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten. 
Maka dari itu, menurut Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-
Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan 
Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (2) PERMENAG 
No 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk 
memeriksa, mengadili serta memutus permohonan yang diajukan oleh 
Pemohon. 
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Pemohon juga mengajukan bukti tertulis yang berupa Foto 
Copy Kartu Tanda Penduduk ayah Pemohon No 33102061703610001 
yang disebut P.3, Foto Copy Akta Nikah ayah Pemohon disebut P.4, 
Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon No 1472 sebagai P.6, serta Kartu 
Keluarga No 331200909040037 yang disebut dengan P.8 yang 
membuktikan bahwa JS adalah ayah Pemohon serta wali nikah 
terdekat Pemohon yang enggan dan tidak bersedia menjadi wali nikah 
Pemohon.  
Selain itu, bukti tertulis yang digunakan sebagai penguat 
Pemohon yakni mengajukan Surat Penolakan Perkawinan No 
167/KUA.11.10.06/PW.01/04/2017 dari KUA Kecamatan Jatinom 
Kabupaten Klaten yang kemudian disebut dengan P.1. Ditambah bukti 
tertulis lain yakni Foto Copy Surat Keterangan atas nama calon suami 
Pemohon No 3310/SKT/20170111/00189 yang disebut dengan P.5. 
serta Foto Copy Akta Cerai calon suami Pemohon No 0255/AC/2016 
yang disebut P.7 yang menyatakan bahwa calon suami Pemohon 
berstatus duda dan mempunyai 1 anak. 
Kedua, meskipun permohonan wali ‘ad{al ini merupakan 
perkara voluntair dan ayah pemohon bukan sebagai pihak lawan. 
Akan tetapi dalam pertimbangannya, Hakim tetap memanggil ayah 
Pemohon sebagai pihak yang didengar keterangannya.
3
 Dalam 
pemanggilannya, ayah Pemohon hadir serta memberikan keterangan 
                                                          
       
3
 Ahmad Wahib, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019 
jam 13.00-14.00 WIB 
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dalam persidangan yang berisikan bahwa ayah Pemohon tidak 
menyetujui perkawinan Pemohon dengan calon suami Pemohon 
kemudian tidak bersedia pula menjadi wali nikah Pemohon.  
Hal ini dilakukan dengan alasan karena status calon suami 
Pemohon adalah duda cerai dan mempunyai 1 anak, sehingga ayah 
Pemohon khawatir jika anak bawaan dari calon suami Pemohon tidak 
dapat rukun dengan anak mereka kelak. Selain itu juga diungkapkan 
bahwa berubahnya akhlak Pemohon menjadi tidak baik kepada orang 
tua Pemohon. Perubahan ini terjadi setelah Pemohon menjalin 
hubungan dengan calon suami Pemohon. Ditambah pula keterangan 
ayah Pemohon yang menyatakan bahwa adiknya pernah datang ke 
kantor Pemohon setelah jam kerja usai dan mendapati Pemohon dan 
calon suami Pemohon berada di ruangan berdua dan pintu dikunci dari 
dalam.
4
  
Ketiga, Selain ayah yang didengar keterangannya, calon suami 
Pemohon pun juga didengar sebagai bahan pertimbangan Hakim 
nantinya. Dalam persidangan calon suami Pemohon menerangkan 
bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah lama 
kenal bahkan saling mencintai satu sama lain. Namun ketika Pemohon 
dengan calon suami Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, 
ayah Pemohon tidak menyetujui bahkan tidak bersedia menjadi wali 
nikah Pemohon dikarenakan status calon suami Pemohon duda dan 
                                                          
       
4
 Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul, Wawancara Pribadi, 29  November 
2019 jam 09.00-10.30 WIB. 
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mempunyai anak 1 sehingga ayah Pemohon khawatir jika anak 
mereka kelak tidak dapat rukun. 
Keempat, pada hal selanjutnya yang dipertimbangankan oleh 
Hakim juga menyangkut perihal keterangan saksi. Akan tetapi dalam 
hal ini Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi. Sedangkan ayah 
Pemohon dapat menghadirkan saksi yakni JA dan SP guna 
menguatkan alasan keengganan ayah Pemohon yakni lantaran status 
calon suami Pemohon adalah duda cerai dan mempunyai 1 anak, 
sehingga ayah Pemohon khawatir jika anak bawaan dari calon suami 
Pemohon tidak dapat rukun dengan anak mereka kelak, berubahnya 
akhlak Pemohon menjadi tidak baik kepada orang tua sejak Pemohon 
menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon. Selain itu para 
saksi menambahkan keterangan bahwa selama ini calon suami 
Pemohon berkelakuan tidak baik.  
Selama proses persidangan berlangsung, dari dalil Pemohon 
yang dihubungkan dengan keterangan ayah Pemohon sebagai wali 
beserta keterangan saksi-saksi dan calon suami Pemohon, Majelis 
Hakim menemukan fakta dalam persidangan. Salah satunya sikap dan 
perilaku Pemohon yang nampak seperti orang yang terkena guna-guna 
(ling-lung), sehingga sulit untuk diajak komunikasi.
5
  
Kemudian dari beberapa fakta dalam persidangan tersebut, 
disimpulkan yang pada intinya adalah walaupun antara Pemohon 
                                                          
       
5
 Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul ... 
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dengan calon suami Pemohon sudah sangat dekat bahkan sudah saling 
mencintai satu sama lain ditambah lagi antara keduanya tidak ada 
halangan untuk menikah, namun ayah Pemohon tetap tidak 
menyetujui bahkan tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon 
dengan alasan seperti yang sudah disampaikan di atas.  
Kemudian Majelis Hakim juga menimbang bahwa 
kekhawatiran ayah Pemohon apabila anak bawaan calon suami 
Pemohon tidak dapat rukun dengan anak mereka kelak, berubahnya 
akhlak Pemohon menjadi tidak baik setelah kenal dengan calon suami 
Pemohon, serta calon suami Pemohon yang tidak berkelakuan baik 
adalah dibenarkan oleh syara’ dan melawan hukum.6  
Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) 
Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 
2006 dan  Undang-Undang No 50 Tahun 2009 mempertimbangkan 
pembebanan beserta jumlah biaya perkara yang harus dibayarkan oleh 
Pemohon. 
4. Hasil Penetapan 
Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yang 
kemudian dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim. Maka atas 
musyawarahnya, Majelis hakim menetapkan bahwa permohonan yang 
diajukan oleh Pemohon guna menetapkan ayah Pemohon sebagai wali 
                                                          
       
6
 Ahmad Wahib, Hakim Pengadilan Agama Klaten ... 
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‘ad{al ini dinilai cukup berasalan, sehingga permohonan Pemohon 
haruslah ditolak.  
Selanjutnya Majelis Hakim membebankan biaya perkara 
kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu 
ribu rupiah). Atas penetapan Majelis Hakim yakni menolak 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menerima serta 
tidak melakukan atau mengajukan upaya hukum.
7
 
C. Penetapan Permohonan Wali ‘Ad{al  No 0151/Pdt.P/2017/PA. Klt 
1. Deskripsi Penetapan 
Penetapan No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt merupakan perkara 
permohonan wali ‘ad{al. Penetapan permohonan wali ‘ad{al ini 
merupakan perkara voluntair, yakni perkara yang hanya menyangkut 
salah satu pihak saja tanpa berkaitan dengan pihak lain.  
Dalam perkara No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ini diajukan oleh 
AA selaku seorang anak yang berumur 22 tahun, beragama Islam, 
berstatus sebagai Mahasiswa dan berkediaman di Margomulyo RT 
001 RW 011 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten yang kemudian disebut sebagai Pemohon.  
Dalam surat permohonannya yang tertanggal pada 07 
November 2017 mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama 
Klaten untuk menetapkan ayahnya yang bernama I yang berumur 54 
tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di 
                                                          
       
7
 Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul ... 
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Kecamatan Klaten Tengah, dan berkediaman di Sidomulyo RT 001 
RW 011 Desa Gumulan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten 
selaku wali nasab sebagai wali ‘ad{al. 
Hal ini diajukan karena ayah pemohon enggan untuk 
menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yakni BB yang 
berumur 24 tahun, beragama Islam, sebagai Mahasiswa, berkediaman 
di Dusun Jonggrangan Baru RT 003 RW 002 Desa Jonggrangan 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Atas keengganan ayah 
Pemohon tersebut mengakibatkan Pemohon dengan calon suami 
Pemohon mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama setempat.  
Adapun susunan majelis hakim dalam perkara No 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt sebagai berikut : 
Ketua Majelis   : Dra. Hj. Ismiyati, S.H 
Hakim Anggota I  : Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.H. 
Hakim Anggota II  : Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. 
Panitera Pengganti  : Masykuri, S.H. 
2. Duduk Perkara  
Dalam duduk perkara permohonannya, Pemohon menjelaskan 
sebagai berikut
8
 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah 
Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan dengan calon 
suami Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
                                                          
       
8
 Penetapan Pengadilan Agama Klaten No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt Perihal Penetapan Wali 
Adhol, Tanggal 21 November 2017 
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Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Akan tetapi 
mendapat penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten lantaran ayah 
Pemohon tidak bersedia atau enggan menjadi wali nikah Pemohon.  
Namun atas penolakan tersebut antara Pemohon dengan calon 
suami Pemohon tetap berkeingingan melangsungkan perkawinan 
sebab Pemohon sudah dewasa dan merasa siap menjadi seorang istri 
sekaligus ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami Pemohon 
yang sudah dewasa, siap menjadi suami sekaligus kepala rumah 
tangga. 
Alasan lain yang menjadikan Pemohon dan calon suami 
Pemohon tetap ingin melangsungkan perkawinan karena hubungan 
cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin 
cukup lama yakni kurang lebih 4 tahun, sehingga antara Pemohon 
dengan calon suami Pemohon khawatir jika mereka tidak segera 
melangsungkan perkawinan akan terjadi suatu hal yang tidak 
diinginkan, yakni perzinaan. Terlebih diantara keduanya tidak 
memiliki larangan menikah. 
Kemudian antara Pemohon dengan calon suami Pemohon 
sudah pula melakukan pendekatan kepada ayah Pemohon dan 
membujuk ayah Pemohon agar menerima peminangan serta kemudian 
menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Akan tetapi, 
ayah Pemohon yang berkedudukan sebagai wali nikah terdekat 
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Pemohon tetap enggan dan tidak bersedia menjadi wali nikah 
Pemohon. Penolakan oleh wali Pemohon ini dikarenakan ayah 
Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya sebab 
nama Pemohon telah diganti oleh Kakek Pemohon setelah ayah dan 
ibu Pemohon bercerai. 
Dengan adanya penolakan baik dari pihak wali Pemohon 
maupun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Jatinom Kabupaten Klaten, maka Pemohon mengajukan permohonan 
terkait penetapan wali ‘ad{al terhadap ayah Pemohon ke Pengadilan 
Agama Klaten. 
Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa surat 
tertulis sebagai penguat permohonan yang diantaranya : 
a) Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan untuk 
menikah No 261/KUA.11.10.17/PW.01/10/2017 tanggal 31 
Oktober 2017 (tertanda P.1); 
b) Surat Penolakan No 265/KUA.11.10.17/PW.01/10/2017 tanggal 
06 November 2017 (tertanda P.2) Asli; 
c) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 
3310246210950001 (tertanda P.3); 
d) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk calon suami Pemohon Nomor : 
3310222209930001 (tertanda P.4); 
e) Foto Copy Akta Cerai No. 0388/AC/2000/PA.Klt tanggal 08 Juni 
2000 (tertanda P.5); 
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f) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4801 tanggal 03 
Mei 2001 (tertanda P.6); 
g) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran calon suami Pemohon No. 
48266 tanggal 16 November 1993 (tertanda P.7); 
Beberapa surat di atas sebagai bukti tertulis dan telah 
dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup. 
3. Dasar Pertimbangan Hakim 
Penetapan wali ‘ad{al merupakan salah satu produk hakim atas 
hasil pemeriksaan dalam sebuah persidangan di Pengadilan Agama 
Klaten. Sebelum memberikan penetapan dalam sebuah perkara, 
tentunya para Hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai dasar 
atau acuan dalam memberikan penetapan tersebut. 
Dalam perkara ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan 
diantaranya : Pertama, dari segi alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan. Dalam hal ini Pemohon mengajukan alat bukti tertulis 
yang berupa bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon No 
3310246210950001 yang kemudian disebut dengan P.3 yang 
membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum 
Pengadilan Agama Klaten. 
Maka dari itu, menurut Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-
Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan 
Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (2) PERMENAG 
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No 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk 
memeriksa, mengadili serta memutus permohonan yang diajukan oleh 
Pemohon. 
Pemohon juga mengajukan bukti tertulis yang terdiri atas P.1 
sampai dengan P.7 dan kemudian telah diperiksa kecocokannya, sudah 
pula bermaterai cukup serta dinazegelen. Maka menurut ketentuan 
Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 
1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH-Perdata maka atas 
bukti-bukti yang diajukan dapat diterima. Selain itu, bukti yang 
digunakan sebagai penguat dalam pertimbangan hakim Pemohon 
mengajukan Surat Penolakan No 265/KUA.11.10.17/PW.01/10/2017 
dari Kantor Urusan Agama yang kemudian disebut dengan P.2.  
Kedua, meskipun permohonan wali ‘ad{al ini merupakan 
perkara voluntair dan ayah pemohon bukan sebagai pihak lawan. 
Akan tetapi dalam pertimbangannya, Hakim tetap memanggil ayah 
Pemohon sebagai pihak yang didengar keterangannya. Namun dalam 
pemanggilannya ayah Pemohon tidak hadir serta tidak menyuruh  
orang lain sebagai wakilnya, sehingga tidak dapat didengar 
keterangannya dalam persidangan. Maka alasan keengganan wali ini 
dinilai menjadi tidak jelas.  
Dalam pertimbangannya karena wali bukan sebagai pihak 
melainkan hanya untuk diminta keterangannya yang kemudian tidak 
hadir tanpa alasan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan dan 
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tidak memanggil kembali pihak wali. Atas keengganan dan 
ketidakhadirannya ini, hakim menilai bahwa ayah Pemohon merasa 
sakit hati atas digantinya nama Pemohon oleh kakek Pemohon setelah 
ayah dan ibu Pemohon bercerai.
9
 
Ketiga, pada hal selanjutnya yang dipertimbangankan oleh 
Hakim juga menyangkut perihal keterangan saksi. Dalam perkara ini 
Pemohon dapat menghadirkan saksi yakni S dan HS guna menguatkan 
dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Yang pada intinya 
keterangan tersebut berisikan bahwa calon suami Pemohon adalah 
seorang jejaka, memiliki penghasilan yang cukup, kemudian 
merupakan orang yang baik, taat beribadah, antara Pemohon dengan 
calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan 
keduanya dilarang melangsungkan perkawinan, serta calon suami 
Pemohon telah datang melamar namun ditolak dan ayah Pemohon 
tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon. Hal ini mengenai tata 
cara peminangan yang telah dilakukan oleh calon suami Pemohon 
sudah sesuai dengan Pasal 11 dan 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
yakni sebelum melaksanakan proses perkawinan dengan benar 
harusalah didahului dengan peminangan 
Selama proses persidangan berlangsung dari dalil Pemohon 
yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim 
menemukan fakta dalam persidangan yang pada intinya adalah alasan 
                                                          
       
9
 Ismiyati, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Pribadi, 01 November 2019 jam 
14.00-15.00 WIB. 
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keengganan wali di atas dinilai tidak cukup berasalan serta tidak 
bertentangan dengan syara’.10 Hal ini sesuai dengan Pendapat Imam 
Nawawi dalam kitab Raudlatut Thalibin Juz VI halaman 43 yang 
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya : 
“Yang dapat dikategorikan wali  Adhol hanyalah jika seorang wanita 
balighah dan berakal minta dikawinkan dengan seorang laki-laki 
yang sekufu kemudian menolak untuk mengawinkan” 
 
Kemudian Majelis Hakim juga menimbang bahwa atas ‘ad{al-
nya ayah Pemohon, maka kedudukan ayah Pemohon sebagai wali 
nikah kemudian digantikan oleh wali hakim. Hal ini sesuai dengan 
Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim 
selanjutnya mengenai penunjukan wali hakim Pemohon yakni Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. 
Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI 
No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. 
Kemudian setelah itu, bahwa permohonan wali ‘ad{al 
merupakan perkara voluntair, berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR 
mempertimbangkan pembebanan beserta jumlah biaya perkara yang 
harus dibayarkan oleh Pemohon. 
4. Hasil Penetapan 
Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yang 
kemudian dipertimbangankan oleh Majelis Hakim di atas, 
permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menetapkan ayahnya 
                                                          
       
10
 Ahmad Wahib, Hakim Pengadilan Agama Klaten ..., 
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sebagai wali ‘ad{al ini dinilai cukup berasalan karena alasan atas 
keengganan ayah Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan syara’ 
maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan. Selanjutnya atas 
dikabulkannya permohonan, Majelis Hakim menetapkan Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten 
sebagai wali hakim dalam menikahkan Pemohon dengan calon suami 
Pemohon.  
Kemudian Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada 
Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah). 
Atas penetapan Majelis Hakim yakni mengabulkan permohonan yang 
diajukan oleh Pemohon, ayah Pemohon tidak melakukan atau 
mengajukan upaya hukum.
11
 
                                                          
       11 Arif Puji Haryono, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 10 Desember 
2019 jam 10.00-11.30 WIB. 
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BAB IV 
DASAR PERTMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI 
‘AD{{AL PENETAPAN NOMOR 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt DAN 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
 
A. Analisis Terhadap Alasan Pengajuan Permohonan Dalam Penetapan 
Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/ Pdt.P/2017/PA.Klt 
Dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan baik 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak 
dijelaskan secara detail mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan 
dalam mengajukan perkara permohonan wali ‘ad{al Secara garis besar 
alasan yang digunakan dalam perkara No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan No 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt yakni mendapat penolakan dari Kantor Urusan 
Agama lantaran wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon. 
Penolakan pihak wali ini menyebabkan kekosongan posisi wali nikah. 
Sedangkan wali nikah merupakan rukun atau suatu unsur yang harus 
dipenuhi sebagai syarat penentu sahnya tidaknya sebuah perkawinan.
1
 
Sehingga penolakan pihak Kantor Urusan Agama sesuai dengan Peraturan 
Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 12 
ayat (1)
2
 : 
Dalam pemeriksaan membuktikan bahwa syarat perkawinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan 
untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat 
dilaksanakan. 
                                                          
       
1
 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia, (Malang: Setara Press, 
2016), hlm. 90. 
       
2
 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. 
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Atas penolakan tersebut, antara Pemohon dengan calon suami 
Pemohon tetap ingin melaksankan perkawinan dikarenakan khawatir 
melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yakni 
sebuah perzinaan. Terlebih hubungan antara Pemohon dengan calon suami 
Pemohon sudah terjalin cukup lama dan tidak ada larangan menikah. 
Adapun secara spesifik alasan permohonan yang diajukan 
Pemohon dalam dalam masing-masing perkara sebagai berikut : 
1. Penetapan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt 
Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alasan 
yang diantaranya
3
 : 
a. Bahwa Pemohon adalah SRN selaku seorang anak yang berumur 
28 tahun, beragama Islam dan merupakan anak kandung dari ayah 
Pemohon yakni JS yang berumur 56 tahun, beragama Islam dan 
keduanya tinggal dalam satu rumah yang beralamatkan di Seman 
RT 20 RW 07 Desa Bonyokan Kecamatan Jatinom Kabupaten 
Klaten. 
b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama 
Klaten guna menetapkan ayah Pemohon selaku ayah kandung dan 
wali terdekat Pemohon sebagai wali ‘ad{al. 
c. Bahwa permohonan diajukan lantaran ayah Pemohon 
enggan/menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami 
Pemohon dengan alasan : 
                                                          
       
3
 Penetapan Pengadilan Agama Klaten No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt ..., 
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1) Status calon suami Pemohon adalah duda dan mempunyai 
anak 1. 
2) Khawatir jika anak mereka kelak tidak dapat hidup rukun. 
d. Bahwa keengganan ayah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan syariat hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
e. Bahwa akibat dari keengganan ayah Pemohon tersebut, maka 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak 
adanya perkawinan antara Pemohon dengan calon suami 
Pemohon. 
f. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami 
Pemohon sudah terjalin selama kurang lebih 9 bulan sehingga 
mereka akan tetap melangsungkan perkawinan. 
2. Penetapan No 0151/ Pdt.P/2017/PA.Klt 
Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa alasan 
yang diantaranya
4
 : 
a. Bahwa Pemohon adalah AA selaku seorang anak yang berumur 
22 tahun, beragama Islam, berkediaman di Margomulyo RT 001 
RW 011 Desa Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten dan merupakan anak kandung dari ayah Pemohon yakni IS 
yang berumur 54 tahun, beragama Islam yang berkediaman di 
                                                          
       
4
 Penetapan Pengadilan Agama Klaten No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ..., 
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Sidomulyo RT 001 RW 011 Desa Gumulan Kecamatan Klaten 
Tengah Kabupaten Klaten. 
b. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama 
Klaten guna menetapkan ayah Pemohon selaku ayah kandung dan 
wali terdekat Pemohon sebagai wali ‘ad{al. 
c. Bahwa permohonan diajukan lantaran ayah Pemohon enggan 
menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan 
alasan sudah tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya karena 
nama Pemohon telah diganti kakeknya setelah ayah dan ibu 
Pemohon bercerai. 
d. Bahwa keengganan ayah Pemohon tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan syariat hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
g. Bahwa akibat dari keengganan ayah Pemohon tersebut, maka 
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak 
adanya perkawinan antara Pemohon dengan calon suami 
Pemohon. 
h. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami 
Pemohon sudah terjalin selama kurang lebih 4 tahun sehingga 
mereka akan tetap melangsungkan perkawinan. 
Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwasannya wali menjadi 
sebuah penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini 
menunjukkan kedudukan seorang wali yang begitu penting dalam 
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perkawinan. Wali yang enggan menikahkan anaknya sedangkan menikah 
merupakan tujuan yang baik, seketika itu juga wali menjadi z|alim / ‘ad{al.5 
Untuk wali yang seperti ini tidak mempunyai hak menikahkan, hak 
tersebut tidak berpindah pada wali lainnya sesuai urutan namun langsung 
dialihkan kepada wali hakim dengan prosedur yang sudah ditentukan. 
Indonesia sebagai negara hukum untuk mengatasi permasalahan 
wali ‘ad{al melalui Hakim dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan 
Agama. Aturan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 
(2) : 
Dalam hal wali Adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 
sebagai wali nikah setelah ada penetapan pengadilan Agama tentang wali 
tersebut. 
Dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Wali Hakim No 30 
Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2)
6
 : 
Khusus untuk menyatakan Adholnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) 
pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. 
 
Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Tentang 
Pencatatan Nikah No 11 Tahun 2007 Pasal 18 juga dijelaskan
7
 : 
Adholnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 
keputusan pengadilan. 
 
Dalam pengajuan permohonannya, Pemohon melampirkan syarat 
yang sudah ditentukan. Kedua permohonan ini dinyatakan sah dan dapat 
                                                          
       
5
 Arif Puji Haryono, Hakim Pengadilan Agama Surakarta ... 
       
6
 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005..., 
       
7
 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007...,. 
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diterima oleh Pengadilan Agama Klaten. Berdasarkan permohonannya 
serta ketentuan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-Undang No 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 
2009 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987, 
Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus 
permohonan kedua perkara ini. 
Dalam memeriksa perkara yang masuk, Pengadilan Agama harus 
sesuai dengan kewenangannya baik kewenangan Absolut maupun Relatif. 
Kewenangan absolut yaitu wewenang Pengadilan Agama dalam 
memeriksa sampai menyelesaikan perkara tertentu yang tidak dapat 
diperiksa oleh badan pengadilan lain. Khususnya dalam masalah 
perwalian, Pengadilan Agama hanya berwenang dalam perkara wali ‘ad{al 
saja.
8
 Dalam kedua perkara ini sudah jelas bahwa masalah wali ‘ad{al 
penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan sebuah 
permohonan penetapan. Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama 
yakni sebuah kewenangan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu 
Pengadilan itu sendiri. Dalam kedua perkara ini para Pemohon berada di 
wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten karena kedua Pemohon 
berdomisili di wilayah Klaten. Sehingga kedua permohonan dapat diterima 
oleh Pengadilan Agama Klaten. 
                                                          
       
8
 Ahmad Wahib, Hakim Pengadilan Agama Klaten ... 
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Dalam masalah wali ‘ad{al, permohonan yang diajukan harus 
memenuhi unsur yang minimal diantaranya
9
 : 
1. Adanya penolakan dari wali untuk menikahkan anaknya atau seorang 
wanita yang berada di bawah perwaliannya.  
2. Adanya permintaan untuk menikahkan anak perempuan atau seorang 
wanita yang di bawah perwaliannya yang telah balig dan berakal. 
3. Calon yang diajukan oleh anak perempuan atau seorang wanita yang 
berada di bawah perwaliannya adalah sekufu. 
4. Antara calon suami dengan perempuan tersebut sudah saling 
mencintai dan menyayangi. 
5. Alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh wali tidak 
bertentangan dengan syara’. 
Dalam perkara 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt alasan permohonan yang 
diajukan sudah sesuai dengan unsur-usur tersebut, yakni pada intinya 
setelah ada permintaan menikahkan Pemohon dengan calon suami 
Pemohon yang sudah saling mencintai dan menyayangi ini ternyata wali 
nikah tersebut enggan menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami 
Pemohon berstatus duda dan mempunyai anak 1. Sehingga wali nikah 
tersebut selaku ayah kandung Pemohon merasa khawatir kelak anak 
mereka tidak dapat rukun. Alasan yang dikemukakan oleh sang ayah 
dinilai tidak bertentangan dengan syara’ sehingga mereka akan tetap 
melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan penetapan 
                                                          
       
9
 Moh. Dliya’ul Chaq, “Telaah Ulang Hak Paksa Dalam Perkawinan ..., hlm.122. 
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wali ‘ad{al ke Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan wilayah domisili 
Pemohon. 
Dan dalam perkara 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt permohonan yang 
diajukan juga sudah sesuai dengan unsur-usur tersebut, yakni pada intinya 
setelah ada permintaan menikahkan Pemohon dengan calon suami 
Pemohon yang sudah saling mencintai dan menyayangi ini ternyata wali 
nikah tersebut enggan menikahkan Pemohon dengan alasan sudah tidak 
mengakui Pemohon sebagai anaknya lantaran nama Pemohon telah diganti 
kakeknya setelah ayah dan ibu Pemohon bercerai, oleh sebab itu ayah 
Pemohon merasa sakit hati. Alasan yang dikemukakan oleh sang ayah 
dinilai tidak bertentangan dengan syara’ sehingga mereka akan tetap 
melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan penetapan 
wali ‘ad{al ke Pengadilan Agama Klaten sesuai dengan wilayah domisili 
Pemohon. 
B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan No 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan No 0151/ Pdt.P/2017/PA.Klt 
Setiap manusia pasti menginginkan keluarga yang sakinah, 
mawadah dan rahmah seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 3, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Untuk mencapai hal 
tersebut maka sebelum membina rumah tangga yang kelak menjadi sebuah 
keluarga haruslah dengan penuh kesungguhan, yang tak lain dengan niat 
utama mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta mendapat ridha Allah 
SWT dengan berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadits. 
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Dalam membina rumah tangga tentunya didahului dengan penuh 
persiapan, sebab perkawinan selalu diharapkan hanya sekali dalam seumur 
hidup. Perkawinan bukan hanya persoalan ibadah semata ataupun masalah 
personal, melainkan juga menyangkut peraturan negara yang tak lain demi 
kemaslahatan bersama. Maka terdapat hal-hal yang harus dicapai sebelum 
melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan, sehingga perkawinan 
dapat dinyatakan sah. 
Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan : 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sahnya sebuah 
perkawinan diatur dalam Pasal 4 : 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum Islam sesuai 
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkwinan dalam Pasal 2 ayat (1). 
 
Dalam Islam sahnya perkawinan haruslah memenuhi rukun dan 
syarat yang sudah ditetapkan. Hal ini diperinci dalam Kompilasi Hukum 
Islam Bab IV bagian kesatu Pasal 14 : 
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : 
a. Calon suami; 
b. Calon istri; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi dan; 
e. Ijab dan kabul. 
Untuk rukun dan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi akan 
mengakibatkan tidak tercapainya sebuah perkawinan, maka tujuan 
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perkawinan secara otomatis juga tidak akan tercapai. Sementara di sisi lain 
jika perkawinan tidak segera dilangsungkan, dikhawatirkan terjadi 
perzinaan yang dapat mengakibatkan
10
 : 
1. Membuka gerbang perbuatan memalukan lainnya. 
2. Menghancurkan landasan keluarga. 
3. Mengakibatkan banyak perselisihan dan pembunuhan. 
4. Menjatuhkan nama baik dan kekayaan. 
5. Menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. 
Pada kedua penetapan yang diteliti oleh penulis yakni mengenai 
penetapan wali ‘ad{al, dalam pertimbangannya ada beberapa hal yang harus 
dibuktikan oleh Pemohon, diantaranya
11
 : 
1. Apakah benar yang berhak menjadi wali nikah tersebut enggan untuk 
menikahkan. 
2. Apakah antara si Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah ada 
kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan. 
3. Apakah calon suami Pemohon sekufu dengan Pemohon. 
Kemudian setelah selesai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 178 
HIR jo. Pasal 189 RGb yakni Majelis Hakim sesuai dengan jabatannya 
melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang hendak 
ditetapkan. Sebuah keputusan akan dianggap sah apabila sesuai hukum 
yang disertai pertimbangan yang ditemukan dalam persidangan. Hal ini 
sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan 
                                                          
       
10
 Abdur Rahman I. Doi, Inilah Syariah Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 341. 
       
11
 Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul ... 
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Nikah No 11 Tahun 2007 dalam menetapan wali ‘ad{al harus melalui 
Pengadilan, maka Majelis Hakim dalam penetapannya harus didasarkan 
pertimbangan yang sesuai dengan syariat. 
Pertimbangan Majelis Hakim merupakan sebuah inti atau hal yang 
mendasari sebuah keputusan yang telah ditetapkan, tentunya keputusan 
tersebut haruslah mengandung aspek kepastian, keadilan serta 
kemanfaatan. Dalam kedua perkara ini Majelis Hakim mengamati, 
mendengar kemudian mempertimbangkan hal-hal yang dimulai dari dalil 
permohonan, keterangan dalam persidangan, kemudian dihubungkan 
dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Adapun terhadap 
penetapan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
mengenai permohoan wali ‘ad{al yang diajukan ke Pengadilan Agama 
Klaten, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mempunyai 
kewenangan penuh dalam hal pertimbangannya yang tidak dapat 
diintervensi oleh pihak manapun. 
Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan wali ‘ad{al No 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 0151 /Pdt.P/2017/PA.Klt sudah melakukan 
berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk ijtihad 
Majelis Hakim. Hal pokok yang harus dipertimbangan dalam menetapkan 
permohonan yakni mengenai alasan keengganan wali nikah itu sendiri. 
Apabila alasan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat maka 
permohonan harus dikabulkan.  
Ketentuan syariat yang dimaksud berkaitan dengan : 
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1. Unsur Larangan Perkawinan 
Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasa 
agama disebut mahram, sehingga menyebabkan calon mempelai laki-
laki dan wanita dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik 
sementara maupun selamanya. Larangan ini berdasarkan pada surah 
an-Nisa ayat 22-23 : 
َاباَء َحَكَن اَم ْاوُحِكَنت َلََومُُكؤ  َن ِّم اَسِّنلٱ ِء  دَق اَم الَِإ َفَلَس  ۚ  ُهانِإ ۥ  ةَشِحََٰف َناَكاتقَمَو  َءاَسَو  
 ًليِبَس ٢٢ يَلَع تَمِّرُحمُك  مُكُت ََٰه اُمأمُكُتاَن َبَو مُكُت ََٰوَخَأَو مُكُت َٰامَعَو مُكُت ََٰل ََٰخَو  ُتاَن َبَو  َلٱ ِخ  
 ُلٱ ُتاَن َبَو ِتخ  ُمُكُت ََٰه اُمأَو  َرأ ِتِ َٰالٱمُكَنعَض مُكُت ََٰوَخَأَو  َن ِّم اَسِن ُت ََٰه اُمأَو ِةَع ََٰضارلٱمُكِئ  ُمُكُبِئََٰبَرَو 
 اَسِّن ن ِّم مُِكروُجُح فِ ِتِ َٰالٱ ُمُكِئ  ِتِ َٰالٱ لَخَدمُت  انِِبِ نَِإف  الّ  ْاُونوُكَت مُتلَخَد  انِِبِ  َحاَنُجَلَف  
مُكيَلَع  ُلِئ ََٰلَحَو  ُمُكِئاَنَبأ  نِم َنيِذالٱمُكِب ََٰلصَأ  ْاوُعَمجَتَنأَو  َيَب  ُلٱ ِيَتخ  دَق اَم الَِإ َفَلَس  ۚ 
 ِإ روُفَغ َناَك َهاللٱ انا اميِحار ٢٢ 
Artinya : 
(22) Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan 
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) (23) Diharamkan atas kamu 
(mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu 
yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu 
isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur 
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dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa 
kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 
lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.
12
 
Kemudian larangan tersebut digolongkan menjadi : 
a. Larangan tetap13, yang berupa : 
1) Pertalian nasab : 
a) Dengan wanita yang melahirkannya. 
b) Dengan wanita keturunan ayah atau ibu. 
c) Dengan wanita yang dilahirkan oleh saudara. 
2) Pertalian kerabat semenda : 
a) Dengan wanita yang melahirkan istri atau bekas istrinya. 
b) Dengan wanita bekas istri ayahnya. 
c) Dengan wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali 
putusnya perkawinan qabla dukhul. 
d) Dengan wanita bekas istri keturunannya. 
3) Pertalian sepersusuan : 
a) Dengan wanita yang menyusui sampai garis lurus ke atas. 
b) Dengan wanita sepersusuan sampai garis lurus ke atas. 
c) Dengan wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan 
ke bawah. 
d) Dengan bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. 
                                                          
       
12
 NN, Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia Jilid II ..., hlm. 81. 
       
13
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., hlm. 103. 
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e) Dengan anak yang disusui istrinya dan keturunannya. 
b. Larangan sementara14, yang berupa : 
1) Menikahi dua orang perempuan bersaudara dalam waktu 
bersamaan.  
2) Menikahi perempuan yang masih bersuami. 
3) Menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah. 
2. Unsur Sekufu 
Dalam melangsungkan perkawinan hendaknya antara calon 
mempelai pria dan wanita sekufu atau kafaah. Dalam hukum Islam hal 
ini berarti kesamaan, kesepadanan, keserupaan, keseimbangan, 
keserasian yang ada antara calon suami dan calon istri. Sehingga 
masing-masing diantaranya kelak tidak merasa berat untuk 
melangsungkan perkawinan.
15
  
Kafaah bukanlah sebuah penentu sahnya perkawinan. Namun 
kafaah menjadi faktor pendorong terciptanya kebahagiaan antara suami 
dan istri dalam kehidupan rumah tangga, sebab kafaah merupakan hak 
bagi calon istri atau walinya. Hal ini berkaitan mengenai hak ijbar wali 
seandainya wali tersebut menikahkan anaknya tanpa izin dengan laki-
laki yag tidak sekufu maka anak tersebut dapat mengajukan 
permohonan untuk memfasakh perkawinannya.
16
 
                                                          
       
14
 Abdur Rahman I. Doi, Inilah Syariah Islam ..., 180. 
       
15
 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 
2014), hlm. 56. 
       
16
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 70 
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Mengenai ukuran kafaah bukanlah hanya dilihat dari segi materi 
semata seperti halnya kekayaan, pekerjaan, serta keturunan. Melainkan 
disarankan untuk melihat pula dari segi agama, meskipun ukuran kafaah 
itu sendiri tidak diatur dalam Al Qur’an maupun Hadits. Namun para 
ulama sepakat bahwa yang dapat dijadikan ukuran kafaah itu adalah 
kualitas keberagamaan yang disandarkan pada firman Allah surat as-
Sajdah ayat 18 : 
 ُم َناَك نَمََفأ ْؤ ًنِما نَمَك  َناَك  ًقِسَافا  ۚ  الَ  ْسَي ُو َتۥ َن ٨١  
Artinya : 
Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang 
fasik? Mereka tidak sama.
17
 
 
Menurut Ibnul Qayyim
18
 dalam Islam tidak dipandang sekufu 
jika perempuan muslimah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki 
non-muslim, perempuan yang pandai menjaga kesucian dirinya dengan 
laki-laki nakal. 
Adapun pertimbangan Hakim secara terperinci dalam masing-
masing penetapan sebagai berikut : 
1. Penetapan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt 
Dalam penetapan ini, alasan keengganan wali menikahkan 
Pemohon ialah status calon suami Pemohon sebagai duda serta 
memiliki anak 1 sehingga ayah Pemohon merasa khawatir jika kelak 
anak-anak mereka tidak dapat hidup rukun. Hal ini merupakan 
                                                          
       
17
 NN, Al Qur’an Al Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia Jilid II ..., hlm. 416. 
       
18
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam ..., hlm. 73. 
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alasan yang tidak melanggar syariat dan hukum, yang seharusnya 
permohonan tersebut dikabulkan. 
Akan tetapi dalam penetapannya, permohonan ini ditolak 
oleh Majelis Hakim meskipun alasan atas keengganannya wali 
tersebut tidak dibenarkan oleh syariat. Ditambah dengan Pemohon 
dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk 
melangsungkan perkawinan seperti yang sudah dijelaskan di atas. 
Namun Majelis Hakim menilai jika pertimbangan tersebut sudah 
dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. 
Di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta yang 
digunakan dalam penolakan permohonan tersebut. Fakta ini 
diperoleh saat mendengar keterangan ayah Pemohon. Meskipun ayah 
Pemohon bukan sebagai pihak yang berperkara namun tetap 
dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap permohonan yang 
diajukan oleh Pemohon. Dalam keterangannya, wali Pemohon 
menjelaskan keengganannya menikahkan berkaitan dengan akhlak 
Pemohon yang sangat berubah menjadi tidak baik, bahkan Pemohon 
berani membangkang terhadap orang tuanya sendiri. Hal ini terjadi 
setelah Pemohon menjalin hubungan dengan calon suami Pemohon 
tersebut.  
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak adanya 
kesekufuan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon meskipun 
keduanya sama-sama beragama Islam. Sebab sekufu bukan hanya 
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ada dalam permasalahan materi, jabatan ataupun pendidikan semata, 
melainkan juga dalam perihal agama yang juga dipertimbangkan 
secara subjektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 
Dalam perkara ini sekufu dalam agama yang dimaksud bukan 
hanya sebatas sesama Islam, namun seperti kesepakatan ulama di 
atas juga berkaitan dengan kualitas keberagamaannya. Akhlak 
merupakan bagian dari sebuah agama yang tak lain adalah sebuah 
pencerminan dari ajaran agama itu sendiri. Dalam penilaiannya,  
Hakim melihat perubahan akhlak yang terjadi pada diri Pemohon 
secara tidak langsung merupakan pengaruh dari calon suami 
Pemohon.
19
  
Majelis Hakim dalam pertimbangannya akan menilai melalui 
sesuatu yang saat itu terjadi. Nampak bahwa sebelum terjadi 
perkawinan sudah menimbulkan mafsadah yakni sudah berani 
membangkang terhadap orang tua. Maka sesuai dengan kaidah 
hukum bahwa : 
ءرد  دسافلمالحاصلما بلج ىلع مدقم  
Artinya : 
Menolak keruskan haruslah didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan. 
Dalam penetapannya Majelis Hakim dalam perkara wali 
‘ad{al ini tidak semata hanya didasarkan pada pertimbangan normatif-
yuridis, seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 
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 Muh. Dalhar Asnawi, Hakim Pengadilan Agama Bantul ... 
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bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah 
perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama.  
Meskipun begitu, dalam permohonan ini hakim juga 
mempunyai kewenangan tersendiri untuk mempertimbangkan suatu 
hal sesuai dengan keyakinannya, tentunya harus mengandung aspek 
kepastian, keadilan serta kemanfaatan. Dalam permohonan ini dititik 
beratkan pada segi sosiologis maupun psikologis.  
Sehingga dalam penetapan ini wali tidak ditetapkan sebagai 
wali ‘ad{al, sebab tidak memenuhi salah satu dari unsur di atas yakni 
sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perempuan muslim yang 
baik dengan laki-laki nakal atau tidak baik dinilai tidak sepadan 
seperti pendapat Ibnu Qayyim di atas.  
Dalam penetapan ini kemudian diyakini oleh Majelis Hakim 
bahwa akibat ketidasekufuan tersebut dapat membuat hubungan 
Pemohon dengan orang tuanya menjadi tidak baik. Kemudian atas 
penolakan ini Pemohon menerima serta tidak mengajukan upaya 
hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. 
2. Perkara No 0151/ Pdt.P/2017/PA.Klt 
Dalam penetapan ini, alasan keengganan ayah menikahkan 
Pemohon sebab tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya lantaran 
merasa sakit hati karena nama Pemohon telah diganti tanpa ijin ayah 
Pemohon. Alasan ini merupakan alasan yang sangat jelas tidak 
melanggar syariat dan hukum seperti yang sudah dijelaskan di atas. 
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Sehingga sudah tidak ada alasan untuk ditolak, maka permohonan 
haruslah dikabulkan. 
Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan ini 
menempatkan sisi kemafsadahan yang akan timbul ketika 
permohonan ini ditolak dengan melalui sebuah pertimbangan dalam 
bentuk keyakinan yakni ditakutkan terjadi perzinaan lantaran 
hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah terjalin 
kurang lebih selama 4 tahun. Maka ketika seseorang hendak 
melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang baik maka dilarang 
untuk mempersulit.
20
 Hal ini juga berdasar pada kaidah : 
لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد 
Artinya : 
Menolak keruskan haruslah didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan. 
Majelis Hakim juga mengambil pendapat pendapat imam an-
Nawawi dalam kitab Roudlatut Thalibin Juz VI halaman 43
21
 : 
Yang dapat dikategorikan wali Adhol hanyalah jika seorang wanita 
balighah, berakal minta dikawinkan dengan laki-laki sepadan 
kemudian wali menolak untuk mengawinkannya. 
Atas dikabulkannya permohonan tersebut berarti Pengadilan 
Agama memutuskan bahwa perkawinan dapat dilaksankan. Sehingga 
Pegawai Pencatat Nikah diharuskan mengijinkan perkawinan 
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 Ismiyati, Hakim Pengadilan Agama Klaten ... 
       
21
 Penetapan Pengadilan Agama Klaten No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ... 
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tersebut dilaksanakan, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Peraturan 
Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. 
Kemudian hak perwalian ayah Pemohon langsung berpindah 
kepada wali hakim yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yakni 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara Kabupaten 
Klaten tanpa memperhatikan urutan wali nasab selanjutnya. Hal ini 
sesuai dengan aturan : 
a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 yang menyatakan bahwa : 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 
atau gaib atau Adhol atau enggan. 
(2) Dalam hal wali Adhol atau enggan maka wali hakim baru 
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan 
pengadilan Agama tentang wali tersebut.  
 
b. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali 
Hakim Pasal 2 ayat (1) sampai (2)
22
 : 
(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 
Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial 
Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak 
atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud 
atau berhalangan, atau Adhol maka pernikahannya 
dilangsungkan oleh wali hakim. 
(2) Khusus untuk menyatakan Adholnya wali sebagaimana 
tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan 
keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang 
mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita  
 
c. Dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang 
Wali Hakim Pasal 3 menyebutkan
23
 : 
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 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. 
       
23
 Ibid. 
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(1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah 
Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim 
untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan ini. 
 
Karena ayah Pemohon bukan sebagai pihak maka upaya 
hukumnya dapat berupa pencegahan bila perkawinan belum 
dilaksakan atau pembatalan perkawinan bila perkawinan tersebut 
sudah dilaksanakan. Akan tetapi atas perkara penetapan wali ‘ad{al 
yang dikabulkan ini ayah pemohon tidak melakukan upaya 
hukum.
24
 
Dari kedua penetapan di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim 
dalam menilai atau mempertimbangkan antara satu perkara dengan perkara 
yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda disesuaikan pula 
dengan kondisi yang diperoleh selama persidangan berlangsung. Dalam 
pertimbangannya, Majelis Hakim akan tetap melihat aspek kepastian, 
keadilan beserta kemanfaatan setelah permohonan tersebut ditetapkan. 
Namun tidak hanya itu saja, Majelis Hakim juga mempunyai 
pertimbangan sendiri sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang No 48 
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa 
putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga 
memuat pasal-pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan 
atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk 
mengadili.
25
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 Arif Puji Haryono, Hakim Pengadilan Agama Surakarta ... 
       
25
 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Kemudian dalam Pasal 5 juga disebutkan bahwa hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk melihat sisi mana 
yang lebih berat, mafsadahnya ataukah maslahatnya dalam mengabulkan 
atau menolak permohonan yang diajukan tersebut.  
Majelis Hakim dalam menangani permohonan wali ‘ad{al No 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt yang menolak permohonan tersebut melalui 
sebuah keyakinannya lebih memetingkan segi akhlak Pemohon serta segi 
sosiologis yakni hubungan antara Pemohon selaku anak dengan orang 
tuanya sebagai pertimbangan pokok dibandingkan alasan khawatir 
melakukan perbuatan zina. Hal ini ditunjukkan melalui akhlak Pemohon 
menjadi tidak baik setelah menjalin hubungan dengan calon suami 
Pemohon hingga sampai berani membangkang kepada orang tuanya. Maka 
akibat dari pembangkangan tersebut dapat menjadikan anak yang tidak 
berbakti kepada orang tua bahkan dapat menjadi anak yang durhaka.   
Sedangkan dalam perkara permohonan wali ‘ad{al No 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt melalui keyakinannya mengabulkan permohonan 
ini dengan menempatkan sisi mencegah kemafsadahan yang akan 
ditimbulkan jika permohonan ditolak yakni perzinaa sebab antara 
keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama yakni 4 tahun daripada 
mempertimbangkan segi sosiologis ayah yang dinilai bermasalah lantaran 
enggan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas sebab wali Pemohon 
tidak dapat dimintai keterangannya di dalam persidangan. 
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Tabel Perbedaan 
Perkara No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
No Aspek 0060/Pdt.P/2017/PA. Klt 0151/Pdt.P/2017/PA. Klt 
 
 
 
1 
 
 
Alasan 
Keengganan 
Wali 
Status calon suami 
Pemohon duda dan 
mempunyai anak satu 
sehingga khawatir jika 
anak mereka kelak tidak 
dapat rukun. 
Sudah tidak mengakui 
Pemohon sebagai anak 
karena nama Pemohon 
diganti oleh kakek tanpa 
izin ayah Pemohon setelah 
ayah dan ibu Pemohon 
bercerai. 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
Fakta dalam 
persidangan 
Kehadiran ayah di 
persidangan menjadi 
pertimbangan guna  
didengar keterangannya, ia 
menjelaskan alasan 
keengganan yang tertuang 
dalam permohonan benar 
adanya. Akan tetapi tidak 
hanya sebatas itu saja, di 
sisi lain juga dikatakan 
bahwa terdapat perubahan 
akhlak Pemohon menjadi 
tidak baik setelah menjalin 
Alasan keengganan yang 
ditertuang dalam 
permohonan dinilai tidak 
jelas, sebab ayah Pemohon 
selaku wali nikah 
Pemohon tidak hadir atau 
bahkan tidak mewakilkan, 
sehingga keterangannya 
tidak dapat didengar. 
Sedangkan Pemohon dapat 
menghadirkan 2 orang 
saksi yang menguatkan 
dalil permohonan yang 
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hubungan dengan calon 
suami Pemohon tersebut. 
Ayah Pemohon juga dapat 
menghadirkan 2 orang 
saksi sebagai penguat. 
Sedangkan Pemohon 
sendiri tidak dapat 
menghadirkan saksi untuk 
memperkuat 
permohonannya. Fakta 
lain yakni sikap Pemohon 
selama persidangan dirasa 
aneh oleh para Hakim, 
sebab sulit diajak 
komunikasi. Jika ditanya 
hanya senyum bahkan 
hanya diam. Kemudian 
cenderung tidak fokus atau 
dapat dikatakan seperti 
halnya orang linh-lung 
atau orang yang terkena 
guna-guna. 
diajukan. 
3 Pertimbang Perubahan akhlak menjadi Karena alasan keengganan 
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an Hakim tidak baik lebih 
didahulukan dari pada 
ditakutkan terjadinya 
sebuah perzinaan. Sebab 
akhlak merupakan bagian 
dan menjadi cerminan dari 
agama itu sendiri. 
Sehingga dari segi akhlak 
ini dinilai tidak sekufu. 
Ditambah dengan sikap 
Pemohon yang sampai 
berani membangkang dan 
berbohong kepada orang 
tua sejak kenal dengan 
calon suami Pemohon. 
wali Pemohon dinilai tidak 
jelas maka dalam perkara 
ini tidak ada alasan untuk 
ditolak. Selain itu Hakim 
melihat hubungan antara 
Pemohon dengan calon 
suami Pemohon yang 
cukup lama yakni 4 tahun 
sebagai pertimbangan. 
Karena jika permohonan 
ini ditolak ditakutkan 
terjadinya sebuah 
perzinaan. 
 4 Penetapan Ditolak Dikabulkan 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka selanjutnya penulis akan 
memberikan kesimpulan dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dapat diambil 
dari apa yang telah kami jabarkan di atas sebagai berikut : 
1. Dalam penetapan permohonan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt pada dasarnya alasan pengajuan permohonan 
sama yakni mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat 
lantaran tidak memenuhi rukun nikah yang disebabkan karena wali 
Pemohon enggan menikahkan. Namun alasan keengganan wali nikah 
dalam setiap permohonan yang diajukan berbeda-beda. Dalam perkara 
No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt keengganan wali karena status calon 
suami duda yang mempunyai anak 1, sehingga wali Pemohon 
khawatir kelak anak mereka tidak dapat rukun. Sedangkan dalam 
perkara No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt keengganan wali karena sudah 
tidak mengakui Pemohon sebagai anak lantaran sakit hati sebab nama 
Pemohon telah diganti kakek Pemohon tanpa ijin wali Pemohon.  
2. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan 
hasil perkara disetiap permohonan juga berbeda. Hal ini karena setiap 
Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan perkara sesuai 
dengan fakta yang diperoleh. Adapun pertimbangan Majelis Hakim 
dalam kedua perkara tersebut secara garis besar cenderung pada 
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sebuah keyakinan hakim itu sendiri yang dapat dilihat melalui : 
Pertama, alasan keengganan seorang wali. Pada kedua perkara 
tersebut alasan keengganan wali tidak bertentangan dengan syariat dan 
hukum. Kedua, keterangan ayah dalam persidangan dalam penetapan 
No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt ayah dapat memberikan keterangan serta 
dapat menghadirkan 2 orang saksi sedangkan dalam penetapan No 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ayah tidak dapat hadir memberikan 
keterangan sehingga dinilai alasan keengganan tersebut tidak jelas. 
Ketiga, mendahulukan mencegah mafsadah daripada menarik 
maslahat, yakni dalam penetapan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt yang 
berkaitan hubungan sosiologis orang tua dan anak yang memburuk 
serta dengan perubahan akhlak Pemohon menjadi tidak baik setelah 
mengenal calon suami Pemohon. Sehingga atas hal tersebut antara 
Pemohon dan calon suami Pemohon dinilai tidak kafaah maka 
kemudian permohonan Pemohon ditolak. Sedangkan dalam penetapan 
No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt karena hubungan mereka sudah terjalin 
cukup lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi suatu hal yang tidak 
diinginkan yakni sebuah perzinaan sedangkan hubungan sosiologis 
ayah yang dinilai bermasalah hingga enggan menikahkan dengan 
alasan yang tidak jelas maka permohonan tersebut dikabulkan. 
B. Saran  
1. Karena putusan ini merupakan putusan Pegadilan Agama, maka 
sebaiknya memunculkan landasan-landasan atau dasar hukum 
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berdasarkan Al Qur’an, hadits maupun perundang-undangan secara 
rinci. Adapaun dalam penetapan No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt dan 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt secara tersurat tidak mencantumkan dalil dari 
Al Qur’an maupun hadits. 
2. Adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai 
perkawinan untuk mengatur terkait kriteria wali ‘ad{ol agar kelak ada 
ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengindikasikan perkara 
permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. 
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1. Berapa jumlah perkara wali Adhol yang ada di Pengadilan Agama Klaten 
pada tahun 2017 antara yang ditolak dengan yang dikabulkan ? 
Jawab :  
Untuk perkara wali Adhol di Pengadilan Agama Klaten itu cukup 
banyak dari tahun ke tahun, akan tetapi selama saya disini ada yang ditolak 
dan itu cuma satu yaitu perkara saya sendiri No 0060 itu.  Sedangkan untuk 
yang lainnya dikabulkan karena memang tidak melanggar syariat. 
2. Apa yang menjadi alasan rata-rata di ajukannya permohonan wali Adhol ? 
Jawab :  
Rata-rata orang mengajukan permohonan ini karena ayah tidak mau 
menikahkan dengan alasan ada yang karena rumahnya itu adu tritis, terdapat 
masalah pribadi antara ayah dengan pemohon, ayah mempunyai calon sendiri, 
tidak sealiran golongan. Kemudian ada juga yang karena laki-lakinya miskin, 
kan ada juga orang tua yang tidak mau mendapat menantu miskin jadi dia ga 
mau menikahkan anaknya. Bahkan ada orang tua yang tidak mau menikahkan 
itu tidak dengan alasan apapun, jadi ayah itu asal nolak begitu saja. 
3. Secara peraturan alasan permohonan yang dikabulkan atau itu seperti apa ? 
Jawab :  
Karena alasan penolakan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam 
dan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Jadi permohonan yang kita 
kabulkan itu yang alasan penolakannya tidak sesuai dengan syariat dan 
hukum. Ya seperti itu tadi alasan laki-lakinya miskin harus kita kabulkan 
karena miskin itu tidak bertentangan dengan ajaran. Sebab kalau sudah 
berkeluarga kemudian merintis usaha, bekerja keras, tekun, hemat, pandai 
mengatur ekonomi keluarga kan bisa menjadi tidak miskin. Kemudian karena 
laki-lakinya gendut, hitam, weton, tunggal pager, rumahnya berseberangan 
jalan seperti itu hanya sebuah keyakinan adat yang tidak memiliki dasar.Jadi 
seperti itu tidak ada alasan untuk ditolak, apa yang mau ditolak kalau 
alasannya tidak berdasar. 
Wali Adhol itu walinya ada tapi tidak mau, tapi kalau ada tapi jauh 
dan tidak mungkin dihadirkan maka tidak termasuk wali Adhol. Jadi Wali 
Adhol itu ada, tahu calonnya, tidak mau menikahkan dengan alasan-alasan dia 
sendiri. Kadang alasannya itu subjektif seperti itu tadi weton, adu tritis, 
klenik. Seperti kalau dipontianak ada orang jawa menikah dengan katurunan 
Arab itu tidak boleh, namanya kualat nanti. Jadi seperti ini dikabulkan, ini 
bukan halangan syar’i, ini hanya adat mereka, bukan Hukum Islam yang 
diatur dalam Al Qur’an. Ini hanya keyakinan mereka, kan belum tentu seperti 
keyakinan kita. Kita dan dasarnya hukum. Kalau bisa wanita itu menikah 
dengan wali nasab karena hubungan batiniahnya itu luar biasa. Orang tua 
yang mau menjadi wali itu berarti sudah ridho, sudah restu. Rumah tangga 
yang sudah mendapatkan restu itu rumah tangga yang samawa. Dari awal jika 
tidak dapat restu pasti nantinya akan ada masalah. 
4. Secara peraturan alasan permohonan yang ditolak itu seperti apa ? 
Jawab :  
Jadi yang penting dasar wali Adhol itu adalah dia sesama muslim, 
sudah dewasa dan beribadah. Jadi misal begini, janda punya anak 1 mau 
nikah dengan laki-laki kristen. Bagaimana, pakah kita kabulkan ? ya belum 
tentu kita kabulkan. Justru seperti itu kita tolak karena dalam Kompilasi 
Hukum Islam sudah jelas aturannya harus sesama muslim. Nah seperti ini 
jelas pula bertentangan dengan aturan agama. Tapi kalau tidak bertentangan 
ya tetap kita kabulkan. 
5. Apa yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara wali Adhol ?  
Jawab :  
Wali Adhol itu dasarnya dalam Kompilasi Hukum Islam mulai pasal 
20 itu. Kalau dasar haditsnya ya  يِلاوِب ا الَِإ احااكِن الَ.  
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak atau mengabulkan 
perkara No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt atau 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ? 
Jawab :  
Kalau perkara 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt kita tolak karena segi 
moralitas. Maksudnya begini, terjadi perubahan drastis yakni Pemohon 
menjadi berani sama orang tua atau bangkang. Terus ibadahnya menjadi tidak 
rajin. Kemudian pacarannya berlebihan, Pemohon kerja di BMT, dia itu 
biasanya kalau pulang kerja tepat waktu. Setelah kenal calonnya itu menjadi 
tidak tepat waktu dan dia selalu memberitahu sama orang tuanya dengan cara 
berbohong, katanya lembur atau apa. Suatu saat keluarganya berkali-kali kok 
pulangnya malam kadang sampai jam 21.00. Padahal BMT itu jam 17.00 
sudah selesai tapi dia sampai larut malam, bahkan kalau tidak salah pernah 
sampai jam 23.00. Akhirnya pihak keluarga menceritakan ke pihak BMT dan 
bertemu dengan petugas disana tapi petugas itu petugas jaga jadi tidak tahu 
kalau di dalam ada orang sebab biasanya jam sekian sudah tutup. Akhirnya 
petugas itu memberitahu kok ruang kerja Pemohon belum dikunci, diajaklah 
kedalam ternyata di situ sudah ada pacarnya.  
Dari kejadian itu keluarganya menyimpulkan karena sudah berkali-
kali berbohong katanya lembur ternyata pacaran disitu. Setelah itu oleh pihak 
keluarga dilaporkan ke pihak BMT “kok anak saya jadi begini, ndak bagus 
kalau terjadi apa-apa”. Setelah itu Pemohon masih tetap pacaran seperti itu, 
pada akhirnya tetap dikeluarkan dari kantor. Waktu didesak katanya dia 
belum pernah melakukan hubungan badan. Indikator-indikatornya seperti itu. 
Yang terakhir dia menjadi anak yang pendiam, kalau ditanya susah, tidak mau 
terbuka, dia cenderung tidak fokus. Waktu ditanya hakim saja jawabannya 
beda. Dengan itu orang tuanya bersikeras bahwa anak ini sejak kenal dengan 
pacarnya menjadi seperti tidak normal, tidak seperti hari-hati biasa. Dia 
malah lebih memilih pacarnya dibandingkan orang tuanya.  
Padahal ayah dan ibunya tidak setuju, sedangkan biasanya wali Adhol 
itu ayahnya yang tidak setuju dan semua keluarga setuju. Tapi ini semua 
keluarga, paman, adik, kakak, ayah, ibu tidak setuju semua karena memang 
perilakunya sudah melawan orang tua. Akhirnya dengan kondisi tersebut kita 
larikan ke akhlak, perilaku sudah tidak baik kemudian kita tolak. Karena itu 
sudah dianggap tidak kafa’ah. waktu ditanya itu dia milih pacarnya seperti 
orang diguna-guna. Terus ditanya apa tidak takut kehilangan ayah, ibu 
jawabnya “nggak”. Ini begitu ditolak ayahnya sekeluarga langsung sujud 
syukur saking senangnya. Tapi Pemohon begitu ditolak saya suruh maju, saya 
kasih surat untuk ke loket 3 bahwa perkranya sudah putus ditolak jadi tidak 
bisa nikah lewat wali hakim, saya suruh minta maaf sama ayahnya, saya 
bilang ayah mau menikahkan asal kamu kembali baik, dia hanya diam seperti 
tidak ada penyesalan. Nah ini berarti tidak ada rasa khawatir dan takut.  
Sedangkan kalau dalam perkara 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt kita 
kabulkan. Sebenarnya ayah ini menolak karena tersinggung hingga akhirnya 
tidak mau menjadi wali karena merasa bukan ayahnya. Kalau ini hanya 
bersifat kesembrononan maksudnya hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, 
karena identitas berkaitan dengan nasab dari orang tua kok diganti tanpa ijin. 
Wajar kalau tersinggung, tapi seperti ini tidak menghalangi pernikahan 
karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kalau sudah menjadi 
penetapan seperti ini walupun wali Adhol tetap berlaku seperti Undang-
Undang maka harus ditaati. Kalau ditolak seperti diatas maka menjadi 
Undang-Undang bagi Pemohon dan KUA. KUA tidak boleh menikahkan. 
7. Apakah dalam perkara tersebut diajukan upaya hukum ? 
 Jawab :  
Pernikahan yang walinya tidak sesuai itu berarti menjadi fasakh 
pernikahannya. Kalau ayah tetap tidak terima dengan nikah anaknya bisa 
mengajukan pembatalan nikah. Putusan yang ditolak itu tadi juga tidak 
megajukan upaya hukum, Pemohon terima-terima saja meskipun ditolak.  
HASIL WAWANCARA 
 
Nama   : H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. 
Hari/Tanggal  : Jum’at, 29 November 2019 
Waktu  : 09.00 – 10.30 WIB 
Tempat  : Pengadilan Agama Bantul 
Kedudukan  : Hakim Anggota Perkara No 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt 
 
1. Berapa jumlah perkara wali Adhol yang ada di Pengadilan Agama Klaten 
pada tahun 2017 antara yang ditolak dengan yang dikabulkan? 
Jawab : 
Rata-rata dikabulkan, bahkan yang ditolak selama saya disana itu 
hanya perkara ini saja. Memang selama saya bertugas perkara seperti ini 
ditolak itu jarang. 
2. Apa yang menjadi alasan rata-rata di ajukannya permohonan wali Adhol ? 
Jawab : 
Orang tua yang tidak mau menikahkan atau menjadi wali itu beragam 
alasan seperti kiblat mayit (Utara-Selatan), tradisi-tradisi orang jawa bahkan 
ada yang tidak jelas alasannya. Alasan penolakan wali seperti itu kita 
hiraukan, karena justru prinsip-prinsip seperti itu tidak sejalan dengan Hukum 
Islam. 
3. Secara peraturan alasan permohonan yang dikabulkan itu seperti apa ? 
Jawab : 
Yang penting keduanya itu sekufu, akhlak keduanya baik, kalau 
alasan penolakan wali karena materi maka tidak menjadi permasalahan. Hal 
seperti itu akan tetap kita kabulkan. 
4. Secara peraturan alasan permohonan yang ditolak itu seperti apa ? 
Jawab : 
Ya perkara yang kita tolak itu jika tidak sesuai dengan syariat Islam 
kemudian dilihat jika menimbulkan mafsadat di kemudian hari maka kita 
akan menyatakan permohonan tersebut ditolak. 
5. Apa yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara wali Adhol ?  
Jawab : 
Kita ambil dari hadits-hadits dan kaidah dalam Hukum Islam. 
Misalnya kaidah لحاصلما بلج ىلع مدقم دسافلما ءرد. Kaidah ini dipakai untuk 
menghindari keterpurukan di kemudian hari. Kemudian aturan yang ada di 
dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 
1974 itu juga berkaitan. Sebenarnya menentukan hukum itu pada saat itu, 
dengan kondisi saat itu juga yang kemudian menjadi tolok ukur dalam 
penentuan hukum. 
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak perkara No 
0060/Pdt.P/2017/PA.Klt  ? 
Jawab : 
Dari keterangan ayah bahwa perilaku calon suami tidak baik. Jadi 
suatu waktu pemohon menjadi karyawan kantor BMT dan pulangnya sampe 
sore, padahal biasanya tidak seseore itu, dan ini tidak hanya sekali. Terus 
pada akhirnya beberapa kali Pemohon pergi dan ternyata perginya dengan 
calonnya itu. Akhirnya karena perilaku yang tidak baik dengan pacarnya 
sedemikian itu oleh direktur BMT Pemohon dikeluarkan. Dan sampai malam 
itu hanya berdua dengan calonnya, tidak tahu apa yang dilakukan sebab 
pintunya dikunci dari dalam. Kemudian sewaktu keluarga datang ke kantor, 
calonnya itu langsung pergi begitu saja. Kalau seperti ini secara logis tidak 
ada alasan jika dikabulkan. 
Sehingga diperkirakan perilaku Pemohon tidak baik setelah 
berhubungan dengan calonnya itu perilakunya aneh, dengan orang tua jadi 
tidak hormat, terus-terusan berbohong. Maka hal tersebut dinilai tidak baik, 
jika sesama muslim yang baik ya sudah tidak usah berduan sampe malam. 
Padahal BMT itu kan pulangnya sekitar jam 16.00 an, sedangkan Pemohon 
lebih dari habis maghrib dan ternyata berduaan dengan calonnya itu. 
Jadi kekhawatiran orang tua disini dipertimbangkan juga karena 
perilakunya yang memang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat 
Islam. Terbuktinya perilaku tersebut sehingga menguatkan jika ditolak. 
Sebenarnya ayahnya mau menikahkan tapi pelan-pelan dahulu. Akan tetapi 
seiring berjalannya waktu adanya perilaku tidak baik itu, baru kenal beberapa 
bulan perilakunya sudah berbeda yang mengakibatkan perubahan akhlak 
menjadi tidak baik secara total. Kemudian pada saat dipersidangan itu datang 
seperti orang yang tidak punya pendirian, pandangannya kosong dan jika 
ditanya hanya tertawa. Jadi majelis bingung, merasa aneh ini kenapa dan pasti 
ada sesuatu sampai Pemohon ini begini dan beberapa waktu lalu bertemu 
dengan ayahnya Pemohon ini katanya calon suaminya ini sudah meinggal. 
Dan pemohon bernjak membaik keadaannya. 
7. Apakah dalam perkara tersebut diajukan upaya hukum ? 
Jawab : 
Setelah tahu kalau permohonannya ditolak, Pemohon ini juga diam 
saja dan tidak mengajukan upaya hukum yang berupa kasasi karena ini 
perkara voluntair. 
  
HASIL WAWANCARA 
 
Nama   : Dra. Hj. Ismiyati, S.H. 
Hari/Tanggal  : Jum’at, 01 November 2019 
Waktu  : 14.00 – 15.00 WIB 
Tempat  : Pengadilan Agama Klaten 
Kedudukan  : Hakim Ketua Majelis Perkara No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
 
1. Berapa jumlah perkara wali Adhol yang ada di Pengadilan Agama Klaten 
pada tahun 2017 antara yang ditolak dengan yang dikabulkan? 
Jawab : 
Rata-rata permohonan disini dikabulkan. Orang mau nikah itu kan 
baik, maka jika syarat dan rukunnya sudah lengkap dipermudah saja daripada 
timbul fitnah dibelakang. Ada permohonan yang ditolak baru tahu sekarang 
ini saya. 
2. Apa yang menjadi alasan rata-rata di ajukannya permohonan wali Adhol ? 
Jawab : 
Dalam menyelesaikan perkara ini kita pasti harus melihat alasannya 
ya, banyak orang tua menolak menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai 
dengan syariat. Misal weton jawa, rumahnya adu pojok, kakak adik tidak 
boleh punya pasangan sekampung.  
3. Secara peraturan alasan permohonan yang dikabulkan itu seperti apa ? 
Jawab : 
Dalam wali Adhol itu alasan penolakan wali sangat elastis, jadi akan 
dilihat alasan itu syar’i atau tidak, masuk dalam perundang-undangan atau 
tidak, melanggar aturan agama atau tidak. Alasan syar’i itu seperti laki-
lakinya hindu, masih punya hubungan yang menjadikan mahram, beda 
agama. Tapi diluar itu banyak alasan yang dibuat-buat dan sangat subjektif. 
Misal saya dan si B tidak cocok, maka anakku dan anaknya si B jangan 
sampai menikah. Nah seperti ini adalah alasan yang tidak sesuai dengan 
syariat maka ketidakmauan menjadi wali itu tidak berdasar dan pasti kita 
kabulkan. Tapi dibalik itu kita juga melihat kondisi Pemohon. Tapi kalau 
sudah dilihat laki-lakinya muslim, baik, pekerja, jelas nasabnya tapi kok tetap 
tidak mau mejadi wali maka kita kabulkan, boleh menikah dengan wali 
hakim. Jadi antara anak dan orang tua itu harus saling berimbang dan saling 
rela. 
4. Secara peraturan alasan permohonan yang ditolak itu seperti apa ? 
Jawab : 
Semisal seperti ini Pemohon pengen punya suami, tapi suaminya 
adalah orang fasik maka kita akan melihat kondisi yang sekarang, walaupun 
yang dia bilang ingin memperbaiki. Dengan seperti itu kemungkinan besar 
permohonan tesebut ditolak karena laki-lakinya tadi adalah orang fasik. 
Kasus wali Adhol seperti ini dilihat juga dari kasusnya, kalo kedepan baik 
kenapa tidak, tetapi kalau justru membahayakan ya kita tolak. Disini saya 
beneran baru tahu kalau ada yang ditolak sekarang ini. 
5. Apa yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara wali Adhol ?  
Jawab : 
Kalau dalam perundang-undangan aturan wali Adhol secara terperinci 
itu tidak ada, jadi tersebar. Misal anak masih di bawah umur, beda agama 
seperti itu jelas aturannya. 
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ? 
Jawab : 
Perimbangan hakim itu sangat beragam ya, jadi tinggal dilihat yang 
terbaik kedepannya dan alasan tersebut juga harus dibuktikan. Dalam kasus 
ini orang tua tidak mengakui anak itu bukan hanya lewat mulut saja, tetapi 
juga harus dibuktikan. Kalau sekarang bisa lewat DNA, dan kenyataannya si 
Pemohon anak ayahnya kan. Tapi kalau sudah seperti itu dilihat kenapa kok 
sampai tidak mau menjadi wali. Ternyata merasa sakit hati namanya diganti 
tanpa ijin. Jadi tidak semua kasus itu sama persis dengan aturan. Jadi ada hal-
hal yang ditemui di lapangan tidak bisa jika harus sama persis dengan aturan. 
Kemudian wali dipanggil sekali saja untuk dimintaui keterangan karena 
bukan pihak, dan kasus ini wali tidak datang. Maka kemudian perkara ini kita 
kabulkan. 
7. Apakah dalam perkara tersebut diajukan upaya hukum ? 
Jawab : 
Ada upaya hukum, karena bukan pihak maka upaya hukumnya berupa 
pembatalan nikah. Tapi kasus ini ayah tidak mengajukan pembatalan nikah. 
 
  
HASIL WAWANCARA 
 
Nama   : Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.SI. 
Hari/Tanggal  : Jum’at, 10 Desember 2019 
Waktu  : 10.00 – 11.30 WIB 
Tempat  : Pengadilan Agama Surakarta 
Kedudukan  : Hakim Anggota Perkara No 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
 
1. Berapa jumlah perkara wali Adhol yang ada di Pengadilan Agama Klaten 
pada tahun 2017 antara yang ditolak dengan yang dikabulkan? 
Jawab : 
Untuk jumlahnya saya kurang paham detail. Tetapi selama saya 
disaya belum pernah menolak permohonan ini. Baru sekarang saya dengar 
kalau ada yang ditolak. 
2. Apa yang menjadi alasan rata-rata di ajukannya permohonan wali Adhol ? 
Jawab : 
Alasan pengajuan ini ya karena walinya menolak atau bisa dikatakan 
membangkang. Alasan penolakan wali ini bermacam-macam, ada yang 
bermusuhan. Jadi begini yang menjadi wali itu adiknya, sedangkan adiknya 
dengan calon suaminya itu bermusuhan sehingga adiknya ini tidak mau 
menikahkan kakaknya, ada yang karena weton, anak mbarep, ada yang karena 
letak rumah, dan ada yang karena adu pojok. Bahkan ada yang tidak punya 
alasan sekalipun. Pokonya menolaknya itu selera begitu saja, atau juga bisa 
karena faktor ekonomi. Dan alasan menolak ini akan terungkap setelah berada 
dalam persidangan. 
3. Secara peraturan alasan permohonan yang dikabulkan itu seperti apa ? 
Jawab : 
Pastinya pertimbangan hakim mengabulkan alasan penolakan yang 
tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan perundang-undangan. Tapi 
selama saya tugas belum pernah menolak sebab arahnya permohonan ini 
nantinya kan di kabulkan selama antara Pemohon dengan calon suaminya ini 
tidak ada larangan menikah. 
4. Secara peraturan alasan permohonan yang ditolak itu seperti apa ? 
Jawab : 
Permohonan ditolak itu tentunya yang alasan tidak mau 
menikahkannya ini bertentangan dengan syariat. Jadi alasan ini nantinya 
dapat dibenarkan seperti halnya tidak mau jadi wali karena calonnya ini 
agamanya beda, kemudian sudah mempunyai istri lebih dari empat dimana 
hal ini diketahui oleh Pemohon. 
5. Apa yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara wali Adhol ?  
Jawab : 
Dalam penyelesaian tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan 
yang juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan PMA tentang wali 
hakim itu juga. Namun kriteria khusus mengenai Adhol-nya wali itu tidak 
ada. Jadi asal wali itu menolak ya disitulah dikatakan Adhol. 
6. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara No 
0151/Pdt.P/2017/PA.Klt ? 
Jawab : 
Ya karna tidak ada unsur larangan menikah maka kita kabulkan. 
Kemudian sesuai Pasal 11 dan 12 Kompilasi Hukum Islam ini bahwa sudah 
melakukan peminangan dengan benar tapi tetap tidak mau menjadi wali. 
Kemudian dikuatkan dengan pendapat Imam Nawawi yang tercantum dalam 
penetapan ini bahwa termasuk Adhol jika anak tersebut sudah dewasa minta 
dinikahkan dengan laki-laki sekufu tapi menolak menikahkan. Kemudian 
pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ini bahwa penggantinya adalah wali 
hakim. 
7. Apakah dalam perkara tersebut diajukan upaya hukum ? 
Jawab : 
Untuk upaya hukum atas penetapan wali Adhol ini jika belum terjadi 
pernikahan bisa dengan pencegahan pernikahan. Tapi apabila sudah terjadi 
pernikahan maka upaya hukumnya dengan pembatalan nikah.  
  
 Wawancara dengan Hakim : Bp Ahmad Wahid dan Ibu Ismiyati di             
Pengadilan Agama Klaten 
 Wawancara dengan Hakim : Bp Muh. Dalhar Asnawi di Pengadilan Agama 
Bantul 
 
  
 Wawancara dengan Hakim : Bp Arif Puji Haryono di Pengadilan Agama 
Surakarta 
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SALINAN 
P E N E T A P A N 
Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt 
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan 
atas permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh : 
PEMOHON (SRN), umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan koperasi, 
tempat kediaman di Seman RT.20 RW. 07 Desa 
Bonyokan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, 
selanjutnya disebut Pemohon ; 
Pengadilan Agama tersebut ; 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Nikah Pemohon dan saksi-saksi di 
persidangan ; 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 
tertanggal 20 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten 
Nomor: 0060/Pdt.P/2017/PA.Klt telah mengajukan permohonan Penetapan 
Adholnya Wali dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1.  Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri: Ayah 
Pemohon (JS), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat 
kediaman KABUPATEN KLATEN (Ayah Pemohon) dan Ibu Pemohon (RK), 
umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman 
KABUPATEN KLATEN (Ibu Pemohon) ; 
2.  Bahwa ayah Pemohon yang bernama JS, umur  56 tahun, agama Islam, 
pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman KABUPATEN KLATEN adalah wali 
nikah terdekat bagi Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak 
dan tidak dalam kungkungan pemaksaan dari pihak lain ; 
3.  Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki 
bernama Calon Suami Pemohon (GEP), umur 36 tahun, agama Islam, 
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pekerjaan Karyawan Kantor Kecamatan Jatinom, status pernikahan duda 
dengan No. Akta cerai : 0255/AC/2016/PA.Klt, tempat kediaman di Dusun 
Pandeyan RT.04 RW.02 Desa Pandeyan Kecamatan Jatinom Kabupaten 
Klaten, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, namun ditolak dengan surat Nomor: 
167/Kua.11.10.06/PW.01/04/2017 tanggal20 April 2017, dengan alasan Ayah 
Pemohon (JS) tidak bersedia menjadi wali nikah ; 
4.  Bahwa Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu 
rumah tangga, begitu pula Calon Suami Pemohon (GEP) sudah dewasa dan 
siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga ; 
5.  Bahwa Calon Suami Pemohon (GEP) sudah mempunyai pekerjaan tetap 
dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ; 
6.  Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (GEP) tidak ada 
larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun 
persusuan ; 
7. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (GEP) 
tersebut sudah terjalin selama 9 bulan dan sudah sedemikian erat yang sulit 
untuk dipisahkan; sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran 
terhadap norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku 
apabila tidak segera melangsungkan pernikahan ; 
8.  Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Pemohon 
(GEP), telah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan 
Calon Suami Pemohon (GEP) tersebut; Bahkan Calon Suami Pemohon (GEP) 
telah meminang Pemohon 1 kali, namun Ayah Pemohon (JS) tetap menolak 
dan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan karena Calon Suami 
Pemohon (GEP) berstatus duda cerai dengan No. Akta cerai : 
0255/AC/2016/PA.Klt; 
9. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk 
Ayah Pemohon (JS) agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan 
Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (GEP) tersebut, akan tetapi Ayah 
Pemohon (JS) tetap menolaknya ; 
10. Bahwa penolakan Ayah Pemohon (JS) untuk menjadi Wali Nikah tersebut tidak 
dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan. Oleh 
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karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan 
dengan Calon Suami Pemohon (GEP) tersebut ; 
11. Bahwa ternyata Ayah Pemohon (JS) tetap tidak bersedia menjadi wali nikah 
bagi Pemohon, karena itu mohon agar ditetapkan sebagai wali adhol, sehingga 
perkawinan dapat dilaksanakan memakai wali hakim ; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 
Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama JS sebagai wali Adhol; 
3. Memberi izin kepada Pemohon (SRN) untuk menikah dengan seorang laki-laki 
bernama Calon Suami Pemohon (GEP) memakai Wali Hakim ; 
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ; 
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon 
dan Ayah Pemohon (JS) / wali nikah Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ; 
Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon 
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; 
Menimbang, bahwa Ayah Pemohon (JS) / Wali Nikah Pemohon yang hadir 
di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : 
1.  Bahwa benar ia adalah ayah Pemohon, adalah wali nikah terdekat bagi 
Pemohon ; 
2.  Bahwa benar, Pemohon hendak menikah, tetapi ia tidak menyetujuinya, dan 
Pemohon pernah memintanya untuk menjadi wali nikah Pemohon, namun ia 
tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon ; 
3.  Bahwa alasannya adalah karena status Calon Suami Pemohon (GEP) duda 
cerai dan sudah mempunyai anak, hawatir kalau anaknya Calon Suami 
Pemohon (GEP) tidak bisa rukun dengan anak-anak mereka besuk; 
4. Bahwa alasan lain yang menyebabkan ia tidak bersedia menjadi wali nikah 
Pemohon adalah berubahnya akhlak Pemohon menjadi tidak baik, yaitu : 
sebelum mempunyai pacar pulang kerja jam 4 dan sekarang pulangnya jam 9 
s/d 10 malam, dahulu Pemohon setelah magrib membaca Al qur’an sekarang 
tidak membaca al Qur’an, dahulu Pemohon patuh dan hormat pada orang tua, 
sekarang berani dan suka membantah orang tua, dan Pemohon jadi senang 
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berbohong, sesungguhnya alasan inilah yang menyebabkan ia tidak bersedia 
menjadi wali nikah Pemohon ; 
5.  Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 adiknya pernah ke BMT Amanah Bangsa di 
Jatinom (tempat kerja Pemohon) ternyata Pemohon dan Calon Suami 
Pemohon (GEP) berada di dalam kantor berdua dan pintu kantor dikunci dari 
dalam ; 
6.  Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 anaknya nomor 3 datang ke 
Kantor  Pemohon, dan Calon Suami Pemohon (GEP) juga datang ke Kantor 
Pemohon, Pemohon dan calonnya di dalam kantor, kemudian anaknya 
menghadap pimpinan, yang akhirnya keduanya dipanggil dan hasilnya setelah 
lebaran Pemohon akan diberhentikan dengan tidak hormat sambil menunggu 
penggantinya terlebih dahulu ; 
7.  Bahwa tanggal 22 Juni 2017, Pemohon pamit kepadanya mau ke Matahari dan 
ia bilang sebelum magrib harus sudah sampai rumah, tapi hampir ‘isak baru 
pulang, paginya ia tanya kemarin pergi sama siapa, sama Calon Suami 
Pemohon (GEP) ya, Pemohon hanya diam, kemudian ia minta nomor hpnya 
Calon Suami Pemohon (GEP), lalu menelpun Calon Suami Pemohon (GEP), 
setelah memperkenalkan diri dan tanya apa kemarin jam 4 pergi ke Klaten 
dengan Pemohon, lalu HP di matikan ; 
8. Bahwa calon suami Pemohon bernama GEP, sudah pernah melamar Pemohon, 
tetapi ditolaknya; 
9. Bahwa benar Calon Suami Pemohon (GEP) sudah mempunyai pekerjaan 
sebagai Karyawan Kantor Kecamatan Jatinom ; 
Menimbang, bahwa atas keterangan Ayah Pemohon / Wali Nikah Pemohon 
tersebut, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut : 
1. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk 
ayah Pemohon agar menerima pinangan serta menikahkan Pemohon dengan 
Calon Suami Pemohon (GEP) tersebut, akan tetapi Ayah Pemohon (JS) tetap 
menolaknya ; 
2.  Bahwa Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan 
dengan Calon Suami Pemohon (GEP) tersebut ; 
3.   Bahwa Ayah Pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ; 
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Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon Suami 
Pemohon (GEP) sebagai berikut : 
Keterangan Calon Suami : GEP. 
-    Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon (JS), karena ia calon 
suami Pemohon ; 
-   Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sampai sekarang 
sudah berjalan selama 9 bulan dan telah bersepakat dengan Pemohon untuk 
menikah ; 
-    Bahwa ia sudah melamar Pemohon, namun Ayah Pemohon (JS) menolak 
lamaran tersebut dengan alasan karena ia berstatus duda cerai, mempunyai 
satu orang anak ; 
-  Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan Kantor Kecamatan Jatinom dengan 
penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta  rupiah) ; 
-  Bahwa antara ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik karena 
nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan ; 
Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan waktu secukupnya untuk 
bermusyawarah dengan keluarga besarnya, hususnya kepada Ayah Pemohon 
(JS), agar bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon, namun tidak berhasil ; 
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, 
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : 
a. Surat penolakan Nomor : 167/Kua.11.10.06/PW.01/04/2017 tanggal 20 April 
2017 (tertanda P.1) ; 
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3310206102890001 
tanggal 27 Oktober 2012 (tertanda P.2) ; 
c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk wali Pemohon  Nomor : 33102061703610001 
tanggal 27 Oktober 2012 (tertanda P.3) ; 
d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah wali Pemohon, Tanggal 05 Juni 1988 (tertanda 
P.4) ; 
e. Foto copy Surat Keterangan Guntur Eko Putrono No. 3310 / SKT / 
20170111/00189  tanggal  11 Januari 2017 (tertanda P.5) ; 
f. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon No. 1472  tanggal 25 Mei  1989 (tertanda 
P.6) ; 
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g. Foto copy Acta Cerai Guntur Eko Putrono No. 0255/AC/2016 tanggal 17 
Februari 2016 (tertanda P.7) ; 
h. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 331200909040037, tanggal 22 Nopember 
2011 (tertanda P.8) ; 
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon tidak dapat 
mengajukan saksi-saksinya dipersidangan ; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan penolakannya, Ayah Pemohon / 
Wali Nikah Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan 
keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : 
I. Saksi pertama : JA; 
- Bahwa sejak kecil saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon (JS) 
karena saksi adalah keponakan Pemohon ; 
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama GEP tetapi 
Ayah Pemohon (JS) tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi 
Pemohon; 
- Bahwa Ayah Pemohon (JS) tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali  
nikah Pemohon karena setelah Pemohon mengenal GEP, akhlaknya jadi kurang 
baik; 
- Bahwa Ayah Pemohon (JS) merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon karena 
dia adalah ayah Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan 
tidak dalam pemaksaan pihak lain ; 
- Bahwa Calon Suami Pemohon (GEP) selama ini berkelakuan tidak baik ; 
- Bahwa Calon Suami Pemohon (GEP) sudah mempunyai pekerjaan sebagai 
Karyawan Kantor Kecamatan Jatinom ; 
- Bahwa sekarang Pemohon berstatus perawan, sedangkan Guntur Eko Putrono 
bin Slamet Supriyadi berstatus duda dengan satu anak; 
- Bahwa saksi pernah jemput Pemohon 3 kali yang pertama setelah magrib, yang 
kedua dan kedua jam 4 sore; waktu itu pintu kantor tertutup terus pintu dibuka 
oleh Calon Suami Pemohon (GEP) dan langsung pergi tidak menyapa maupun 
salaman; yang kedua waktu itu Calon Suami Pemohon (GEP) sembunyi di kamar 
mandi ; 
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- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak kerja di BMT, karena setelah sidang 
tanggal 6 Juli 2017, Pemohon di rumahkan oleh Pimpinan BMT, karena 
perbuatannya dengan Calon Suami Pemohon (GEP); 
- Bahwa saksi tahu kegiatan Pemohon di rumah waktunya banyak digunakan 
untuk tidur dan kamarnya selalu dikunci oleh Pemohon, Pemohon tidurnya 
sendiri; 
- Bahwa saksi tidak setuju Pemohon mempunyai suami Calon Suami Pemohon 
(GEP) ; 
II. Saksi kedua : SP ; 
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ayah Pemohon (JS) karena saksi 
adalah adik Pemohon dan sebagai anak wali Pemohon; 
- Bahwa saksi mengetahui, kalau Pemohon mengajukan Permohonan wali adlol 
karena wali Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon 
Suami Pemohon (GEP); 
- Bahwa saksi mengetahui alasan wali Pemohon menolak menjadi wali nikah 
Pemohon karena Calon Suami Pemohon (GEP) dan sudah mempunyai 1 anak, 
Calon Suami Pemohon (GEP) tidak sopan bicara terhadap bapak dan ibu 
Pemohon, serta sombong ; 
- Bahwa saksi dan ibu Pemohon pernah jam 9 malam ke BMT, ternyata ada Calon 
Suami Pemohon (GEP), lalu keduanya keluar dari ruang Kepala, kemudian 
Calon Suami Pemohon (GEP) ketemu saksi hanya salaman terus pergi, dan 
Pemohon diajak pulang oleh saksi; 
- Bahwa Calon Suami Pemohon (GEP) sudah mempunyai pekerjaan sebagai 
Karyawan Kantor Kecamatan Jatinom ; 
- Bahwa sekarang Pemohon sudah tidak bekerja di BMT, karena Pemohon sudah 
di rumahkan oleh Pimpinan BMT; 
 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon 
membenarkannya ; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan 
mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka 
Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan 
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perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara 
keseluruhan ; 
 
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
seperti telah diuraikan di atas ; 
Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa 
perkara ini termasuk Permohonan Penetapan Wali Adhol dan berdasarkan bukti 
P.2 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, 
maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 
Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (2) PERMENAG No. 2 
Tahun 1987, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa dan 
memutus permohonan Pemohon ; 
Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki 
yang bernama GEP, yang berstatus duda cerai dan sudah mempunyai 1 anak, 
namun JS sebagai ayah Pemohon dan selaku wali nikah terdekat Pemohon tidak 
menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ; 
Menimbang, bahwa Ayah Pemohon (JS) selaku wali nikah terdekat 
Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya 
menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu :  ayah Pemohon tidak 
menyetujuinya, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan 
karena status Calon Suami Pemohon (GEP) adalah duda cerai dan sudah 
mempunyai anak, ia hawatir kalau anaknya Guntur tidak bisa rukun dengan anak-
anak mereka besuk, dan berubahnya akhlak Pemohon menjadi tidak baik setelah 
berhubungan dengan Calon Suami Pemohon (GEP) ; 
Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama GEP telah 
memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bahwa mereka 
sudah lama kenal dan sangat akrab hubungannya serta saling cinta-mencintai, 
namun ayah Pemohon (JS) tidak menyetujuinya, dan tidak bersedia menjadi wali 
nikah Pemohon, bahkan ia sudah melamar Pemohon secara baik-baik, namun 
ayah Pemohon (JS) tetap menolak lamaran tersebut dengan alasan karena ia 
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berstatus duda cerai, mempunyai satu orang anak, ayah Pemohon hawatir kalau 
anaknya tidak bisa rukun dengan anak-anak mereka besuk ; 
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, 
Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 dan Pemohon 
tidak dapat menghadirkan saksi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Surat 
Penolakan Pernikahan Nomor : 167/Kua.11.10.06/PW.01/04/2017 tanggal 20 April 
2017, maka telah terbukti adanya Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan 
Jatinom Kabupaten Klaten ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto copy Surat 
Keterangan Guntur Eko Putrono No. 3310/SKT/20170111/00189  tanggal  11 
Januari 2017 dan bukti P,7 berupa Foto copy Akta Cerai Guntur Eko Putrono No. 
0255/AC/2016 tanggal 17 Februari 2016, maka telah terbukti bahwa calon suami 
Pemohon bernama Guntur berstatus duda cerai dan sudah mempunyai 1 anak ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Foto copy Kartu Tanda 
Penduduk wali Pemohon  Nomor : 33102061703610001 tanggal 27 Oktober 2012, 
bukti P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah wali Pemohon, Tanggal 05 Juni 
1988, bukti P.6 berupa Foto copy Akta Kelahiran Pemohon No. 1472  tanggal 25 
Mei  1989, dan bukti P.8, berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 
331200909040037, tanggal 22 Nopember 2011, maka telah terbukti bahwa 
hubungan antara Pemohon dan Ayah Pemohon (JS) adalah hubungan antara 
anak dan ayah, sehingga Ayah Pemohon (JS) adalah wali nikah terdekat Pemohon 
; 
Menimbang, bahwa Ayah Pemohon (JS) selaku wali nikah terdekat 
Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan bahwa ia tidak 
menyetujuinya, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan 
karena status Calon Suami Pemohon (GEP) adalah duda cerai dan sudah 
mempunyai anak, ia hawatir kalau anaknya Guntur tidak bisa rukun dengan anak-
anak mereka besuk, dan berubahnya akhlak Pemohon menjadi tidak baik setelah 
berhubungan dengan Calon Suami Pemohon (GEP) ; 
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh ayah Pemohon 
bernama JA dan SP telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
menguatkan alasan-alasan ayah Pemohon yang tidak menyetujui pernikahan 
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Pemohon, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon yaitu karena status 
Calon Suami Pemohon (GEP) adalah duda cerai dan sudah mempunyai anak, dan 
setelah Pemohon mengenal Guntur, akhlak Pemohon jadi kurang baik, serta Calon 
Suami Pemohon (GEP) selama ini berkelakuan tidak baik ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan wali nikah 
Pemohon dihubungkan dengan keterangan calon suami Pemohon dan saksi-saksi, 
maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa : 
walaupun  antara Pemohon dengan calon suaminya bernama GEP hubungannya 
sudah sangat akrab dan saling mencintai, dan diantara mereka tidak ada halangan 
untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, perkawinan maupun 
susuan, namun Ayah Pemohon (JS) selaku wali nikah terdekat Pemohon tidak 
menyetujuinya, dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan 
karena status Calon Suami Pemohon (GEP) adalah duda cerai dan sudah 
mempunyai anak, ia hawatir kalau anaknya Calon Suami Pemohon (GEP) tidak 
bisa rukun dengan anak-anak mereka besuk, dan berubahnya akhlak Pemohon 
menjadi tidak baik setelah berhubungan dengan Calon Suami Pemohon (GEP) 
serta Calon Suami Pemohon (GEP) berkelakuan tidak baik ;  
Menimbang, bahwa kekhawatiran ayah Pemohom selaku Wali Nikah dari 
Pemohon, yang apabila Pemohon akan menikah dengan calon suami Pemohon 
(Guntur) tidak bisa rukun dengan anak-anak mereka besuk, dan berubahnya 
akhlak Pemohon menjadi tidak baik setelah berhubungan dengan Calon Suami 
Pemohon (GEP), serta Calon Suami Pemohon (GEP) berkelakuan tidak baik, 
adalah dibenarkan menurut syar’i dan melawan hukum ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-
laki bernama GEP tersebut tidak cukup beralasan, oleh karena itu permohonan 
Pemohon harus ditolak ; 
Menimbang, bahwa permohonan Wali Adhol termasuk perkara bidang 
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 
2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; ---  
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; 
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M E N E T A P K A N 
                                        
1. Menolak permohonan Pemohon; 
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp. 241.000,-  ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;                                   
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj Siti 
Faridah sebagai Ketua Majelis, Drs.Ahmad Wahib,SH.MH dan H.Muh Dalhar 
Asnawi,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga 
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan 
didampingi Isti Wajinah,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 
Pemohon ; 
Ketua Majelis 
ttd 
Dra.Hj Siti Faridah 
 
Hakim Anggota Hakim Anggota 
  
ttd ttd 
Drs.Ahmad Wahib,SH.MH H.Muh Dalhar Asnawi,SH 
 
Panitera Pengganti, 
        ttd 
Isti Wajinah,SH 
 
Rincian Biaya Perkara :  
1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,- 
2. Biaya  Proses  : Rp. 50.000,- 
3. Biaya panggilan  : Rp.150.000,- 
4. Redaksi putusan : Rp.   5.000,- 
5. Meterai : Rp.  6.000,- 
  ___________________ 
Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah); 
Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh 
Panitera Pengadilan Agama Klaten 
 
 
Mokhamad Farid, S.Ag, M.H 
SALINAN 
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P E N E T A P A N 
Nomor  0151/Pdt.P/2017/PA.Klt 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata 
dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan 
Penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh:  
Pemohon (AA), lahir di Klaten, tanggal 22 Oktober 1995 (umur 22 tahun), agama 
Islam, status pernikahan Perawan, pekerjaan Mahasiswa, 
bertempat tinggal di Margomulyo, RT.001 RW.011, Desa 
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon; 
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;  
TENTANG DUDUK PERKARA 
Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 07 Nopember 2017, di 
bawah Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt. pada pokoknya Pemohon telah 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  
1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ayah 
Pemohon (I), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kecamatan Klaten 
Tengah, tempat kediaman Sidomulyo, RT.001 RW.011, Desa Gumulan, 
Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten  dan Ibu Pemohon (SPA), umur 
52 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Kelontong, tempat kediaman 
Margomulyo, RT.001 RW.011, Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, 
Kabupaten Klaten (ibu Pemohon); 
2. Bahwa, Ayah Pemohon yang bernama I adalah wali nikah terdekat bagi 
Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam 
kungkungan pemaksaan dari pihak lain; 
3. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki 
bernama BB, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, status 
SALINAN 
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pernikahan jejaka, tempat kediaman di Dusun Jonggrangan Baru, RT.003 
RW.002, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, di 
hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Klaten Utara, Kabupaten Klaten, namun ditolak dengan surat Nomor 
265/Kua.11.10.17/PW.01/II/2017, tanggal 06 Nopember 2017, dengan alasan 
Ayah Pemohon (I) tidak bersedia menjadi wali nikah; 
4. Bahwa, Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu 
rumah tangga, begitu pula Calon SuamiPemohon (BB) sudah dewasa dan siap 
untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga; 
5. Bahwa, Calon SuamiPemohon (BB) sudah mempunyai penghasilan tetap dari 
usaha mengelola rumah kost sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) 
setiap bulan; 
6. Bahwa, antara Pemohon dengan Calon SuamiPemohon (BB) tidak ada larangan 
untuk menikah baik karena hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan; 
7. Bahwa, hubungan cinta antara Pemohon dengan Calon SuamiPemohon (BB) 
tersebut sudah terjalin selama 4 tahun dan sudah sedemikian erat yang sulit 
untuk dipisahkan sehingga Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran 
terhadap norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku 
apabila tidak segera melangsungkan pernikahan; 
8. Bahwa, selama ini keluarga Pemohon dan keluarga Calon SuamiPemohon (BB), 
telah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan Calon 
SuamiPemohon (BB) tersebut, bahkan Calon SuamiPemohon (BB) telah 
meminang Pemohon 1 kali, namun ayah Pemohon (I) tetap menolak dan tidak 
bersedia menjadi wali nikah dengan alasan ayah Pemohon (I) tidak mengakui 
Pemohon sebagai anak kandungnya karena nama Pemohon diganti oleh eyang 
/ kakek Pemohon setelah orang tua Pemohon bercerai; 
9. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk 
ayah agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan 
Calon SuamiPemohon (BB) tersebut, akan tetapi ayah tetap menolaknya; 
10. Bahwa, penolakan ayah Pemohon (I) untuk menjadi Wali Nikah tersebut tidak 
dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan. Oleh 
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karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan 
dengan Calon SuamiPemohon (BB) tersebut; 
11. Bahwa, ternyata ayah Pemohon (I) tetap tidak bersedia menjadi wali nikah bagi 
Pemohon, karena itu mohon agar ditetapkan sebagai wali adhol, sehingga 
perkawinan dapat dilaksanakan memakai wali hakim; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 
Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama I sebagai wali Adhol; 
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki 
bernama BB memakai Wali Hakim; 
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 
Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; 
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang 
menghadap secara pribadidi persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha 
memberikan nasehat kepada Pemohon agar bermusyawarah dengan jalan damai 
dengan wali nikahnya dan bersabar menunggu sampai ayahnya/walinya merestui 
dan bersedia menjadi wali pernikahannya, namun menurut Pemohon sudah tidak 
mungkin lagi;  
Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan 
membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh 
Pemohon; 
Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, orang tua Pemohon sebagai 
wali nikah yang bernama I telah diperintahkan untuk datang menghadap ke 
persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017, untuk didengar 
keterangannya dalam persidangan sehubungan dengan adanya permohonan 
Pemohon tersebut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk 
datang menghadap sebagai kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu 
tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;  
 Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) telah hadir di persidangan dan telah 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB), umur 24 tahun; 
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- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) telah mempunyai penghasilan tetap 
sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan sebagai pengelola 
rumah kost; 
- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) telah melamar Pemohon, namun ayah 
Pemohon (I) tidak menerima lamaran tersebut dan ayah Pemohon (I) menolak 
menjadi wali nikah;  
- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) sangat mencintai Pemohon dan akan 
menikahi Pemohon serta siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan 
bertanggungjawab; 
- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) menyatakan siap menerima Pemohon dan 
sanggup mempergaulinya secara baik;  
- Bahwa, antara Calon Suami Pemohon (BB) dengan Pemohon tidak ada 
larangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
Bahwa, telah didengar keterangan ayah dari calon suami Pemohon bernama 
M, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Sapi, Jonggrangan Baru, 
RT.003 RW.002, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, yang memberikan 
keterangan bahwa telah mengetahui hubungan antara Pemohon dengan anak laki-
lakinya yang bernama BB, pihaknya merestui hubungan tersebut dilanjutkan 
sampai ke jenjang perkawinan dan akan tetap membimbing agar anaknya menjadi 
suami yang baik bagi Pemohon; 
Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: 
1. Asli Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan untuk menikah, 
Nomor 261/Kua.11.10.17/Pw.01/10/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten 
Klaten, setelah diperiksa lalu diberi tanda P-1; 
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 265/Kua.11.10.17/Pw.01/10/2017, 
tanggal 06 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, setelah diperiksa lalu diberi tanda 
P-2; 
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3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3310246210950001, atas nama Dewi 
Retno Setyaningsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi 
tanda (P-3); 
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3310222209930001, atas nama Ivan Rizal 
Satria Linanda, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda 
(P-4); 
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0388/AC/2000/PA.Klt., tanggal 08 Juni 2000, atas 
nama Indri Susilo bin Soetarso dengan Sugiarti Puji Astuti binti Siswo 
Suhagnyo, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Klaten, bermeterai cukup, 
telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-5); 
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4801/TP/2001, tanggal 03 Mei 2001, 
atas nama Dewi Retno Setiyaningsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan 
dengan aslinya, diberi tanda (P-6); 
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 48266/1993, tanggal 16 Nopember 
1993, atas nama Ivan Rizal Satria Linanda, bermeterai cukup, telah dicocokkan 
dengan aslinya, diberi tanda (P-7); 
Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 
(dua) orang saksi masing-masing bernama:  
1. S, umur 64 tahun,agama Islam, pekerjaan Swasta (jual beli mobil), bertempat 
tinggal di Karanganom Mudal, RT.006 RW.002, Desa Karanganom, Kecamatan 
Klaten Utara, Kabupaten Klaten, menerangkan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya  sebagai berikut:  
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah pakde Pemohon; 
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mohon agar ayah kandungnya yang 
bernama I ditetapkan sebagai wali nikah yang adhol, karena menolak untuk 
menjadi wali nikah bagi Pemohon; 
- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) pernah melamar akan tetapi ayah  
Pemohon (I) menolak untuk menjadi wali; 
- Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Pemohon (I) tidak setuju tanpa 
alasan yang jelas; 
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon statusnya perawan dan Calon Suami 
Pemohon (BB) berstatus jejaka; 
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- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) juga telah mempunyai pekerjaan yang 
kiranya cukup untuk menghidupi diri dan rumah tangganya; 
- Bahwa, saksi mengetahui Calon Suami Pemohon (BB) adalah orang yang 
baik dan rajin beribadah dan telah mempunyai sikap bertanggung jawab; 
- Bahwa, Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (BB) adalah orang lain, 
tidak ada hubungan darah maupun sesusuan; 
2. HS, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Meubel, bertempat 
tinggal di Serenan, RT.007 RW.002, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, 
Kabupaten Klaten, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya 
sebagai berikut:  
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman 
Pemohon;  
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mohon agar ayah kandungnya yang 
bernama I ditetapkan sebagai wali nikah yang adhol, karena menolak untuk 
menjadi wali nikah bagi Pemohon; 
- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) pernah melamar akan tetapi ayah  
Pemohon (I) menolak untuk menjadi wali; 
- Bahwa, saksi mengetahui ayah kandung Pemohon (I) tidak setuju tanpa 
alasan yang jelas; 
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon statusnya perawan dan Calon Suami 
Pemohon (BB) berstatus jejaka; 
- Bahwa, Calon Suami Pemohon (BB) juga telah mempunyai pekerjaan yang 
kiranya cukup untuk menghidupi diri dan rumah tangganya; 
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami Pemohon adalah orang yang baik dan 
rajin beribadah dan telah mempunyai sikap bertanggung jawab; 
- Bahwa, Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (BB) adalah orang lain, 
tidak ada hubungan darah maupun sesusuan; 
Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak ada lagi keterangan 
atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis 
Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;  
SALINAN 
 
Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2017/PA.Klt.hal 7 dari 11 hal. 
 
Bahwa, semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara 
sidang dan untuk seperlunya harus dinyatakan sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari Penetapan ini;  
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa 
perkara ini termasuk Permohonan Penetapan Wali Adhol dan ternyata Pemohon 
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan 
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (2) 
Permenag Nomor 2 Tahun 1987, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk 
memeriksa dan memutus permohonan Pemohon; 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon 
telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan ayah Pemohon yang 
bernama I, sebagai pihak wali nikah Pemohon tidak datang dan tidak pula 
menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap ke persidangan 
meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran 
ayah Pemohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga ia 
sebagai wali nikah Pemohon tidak bisa didengar keterangannya dimuka 
persidangan; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat 
kepada Pemohon agar bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan dengan 
ayahnya, sampai ia merestui dan mau menerima pinangan dari calon suaminya 
sekaligus bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, akan 
tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan 
surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
Menimbang, bahwa oleh karena status wali nikah Pemohon bukan sebagai 
pihak dalam perkara ini, melainkan hanya untuk diminta keterangannya atas 
permohonan Pemohon tersebut, maka untuk persidangan selanjutnya tidak perlu 
dipanggil lagi; 
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan 
ini adalah Pemohon yang akan melaksanakan pernikahan dengan calon suami 
pilihannya akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan 
alasan yang tidak jelas;  
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon 
telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 orang saksi yang 
masing-masing bernama S dan HS; 
Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7, yang berupa surat 
asli telah diperiksa dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan 
aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan 
ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata, bukti-bukti tersebut dapat 
diterima;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa Pemohon 
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka permohonan 
Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Klaten; 
Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang perawan yang hendak 
menikah dengan seorang laki-laki bernama BB, umur 24 tahun, beragama Islam, 
berstatus jejaka, bertempat kediaman di Jonggrangan, RT.003 RW.002, Desa 
Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten  Klaten;  
Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai 
dan bertekad untuk melanjutkan hubungan sampai pada jenjang pernikahan, untuk 
itu Calon Suami Pemohon (BB) telah datang kepada orang tua Pemohon dan 
menyampaikan maksudnya melamar Pemohon untuk dijadikan isterinya, namun 
ayah Pemohon (I) sebagai wali Pemohon menolak dan tidak bersedia bertindak 
sebagai wali nikah;   
Menimbang, bahwa Calon Suami Pemohon (BB) telah mendaftarkan 
rencana perkawinannya dengan Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berarti 
calon suami Pemohon telah mengikuti prosedur perkawinan yang benar, akan 
tetapi PPN KUA Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, menolak karena ayah 
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Pemohon (I) selaku wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah, 
sebagaimana bukti P-2;    
Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan bahwa Calon 
Suami Pemohon (BB) adalah seorang jejaka, memiliki penghasilan cukup, calon 
suami Pemohon selama saksi kenal adalah orang yang baik, taat beribadah, antara 
Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah yang 
menyebabkan dilarang untuk menikah dan Calon Suami Pemohon (BB) telah 
datang melamar ke rumah orang tua Pemohon dan lamaran ditolak oleh ayah 
Pemohon (I) serta ayah Pemohon (I) tidak bersedia menjadi wali nikah;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dinyatakan 
bahwa Calon Suami Pemohon (BB) telah melaksanakan proses perkawinan 
dengan benar, yaitu meminang Pemohon kepada ayah Pemohon dengan maksud 
Pemohon diminta untuk dijadikan isterinya, sesuai Pasal 11 dan 12 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam; 
Menimbang, bahwa alasan ayah Pemohon (I) tidak mau bertindak sebagai 
wali nikah karena ayah Pemohon tidak lagi menganggap Pemohon sebagai 
anaknya lantaran setelah kedua orang tua bercerai nama Pemohon diganti oleh 
neneknya, sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan tidak ada alasan hukum 
untuk keberatan menikahkan (menjadi wali nikah) Pemohon dengan calon suami 
Pemohon; 
Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon (I) menolak menjadi wali dalam 
pernikahan Pemohon, sedangkan Pemohon menghendaki pernikahannya dengan 
calon suaminya tersebut tetap dilangsungkan dan Pemohon adalah wanita dewasa 
(balighah) yang berakal normal serta calon suaminya adalah laki-laki sebanding, 
maka keengganan ayah Pemohon (I) dapat dinyatakan sebagai WaliAdhol, sesuai 
dengan pendapat Imam An Nawawiy dalam kitab Raudlatut Thalibin, Juz VI 
halaman 43, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya 
sebagai berikut: 
“Yang dapat dikategorikan Wali Adhol hanyalah jika seorang wanita balighah dan 
berakal, minta dikawinkan dengan seorang laki-laki yang sekufu’ kemudian menolak 
untuk mengawinkan.” 
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum 
Islam, maka status ayah Pemohon (I) sebagai wali nikah Pemohon dengan Calon 
Suami Pemohon (BB) tersebut di atas, dapat digantikan dengan Wali Hakim karena 
ayah Pemohon (I) telah termasuk wali adhol; 
Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, yang dimaksud 
dengan wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karena perkawinan 
Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, maka Majelis Hakim menunjuk Kepala 
Kantor Urusan Agama tersebut sebagai wali Hakim bagi pernikahan Pemohon; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam sehingga oleh karena itu 
patut untuk dikabulkan; 
Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, 
berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini 
harus dibebankan kepada Pemohon;   
Memperhatikan, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  
M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan wali Pemohon bernama I sebagai Wali Adhol; 
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten 
Klaten, sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (AA) dengan Calon 
Suami Pemohon (BB); 
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga 
kini dihitung sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah); 
Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 R. Awwal 1439 Hijriyah, oleh  kami Dra. 
Hj. Ismiyati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Puji Haryono, MSI. dan Drs. 
Ahmad Wahib, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh 
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Masykuri, SH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;  
 
Ketua Majelis 
 
                                          ttd 
 
Dra. Hj. Ismiyati, S.H. 
 
Hakim Anggota Hakim Anggota 
  
                            Ttd                             ttd 
  
Drs.H.Arif Puji Haryono, SH.MSI. Drs. Ahmad Wahib, SH.,MH.  
  
Panitera Pengganti, 
 
     ttd ttd 
 
Masykuri, SH. 
RincianBiayaPerkara :  
1. Biayapendaftaran : Rp.  30.000,- 
2. Biaya proses : Rp.  50.000,- 
3. Biayapanggilan : Rp.  60.000,- 
4. Redaksiputusan : Rp.    5.000,- 
5. Meterai : Rp.    6.000,- 
  ______________ 
Jumlah : Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu 
rupiah); 
                                              Untuk salinan yang sama bunyinya 
    oleh 
    Panitera Pengadilan Agama Klaten 
 
 
       Drs. Aziz Nur Eva  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
1. Nama    : Hilma Syita El Asith 
2. NIM    : 162121101 
3. Tempat, Tanggal Lahir  : Klaten, 01 Agustus 1998 
4. Jenis Kelamin   : Perempuan 
5. Alamat    : Sribit 001/005 Kahuman, Polanharjo, Klaten 
6. Nama Ayah   : Abdullah Syafi’ Thohir 
7. Nama Ibu   : Sumiyati 
8. Riwayat Pendidikan  :  
a. Pendidikan Formal 
1. SDN 3 Kahuman Polanharjo Klaten Lulus tahun 2010 
2. SMPN 1 Polanharjo Klaten Lulus tahun 2013 
3. MA Unggulan Al Imdad Bantul Yogyakarta Lulus tahun 2016 
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk tahun 2016  
b. Pendidikan Tambahan 
1. Kursus Bahasa Asing di Kampung Inggris Pare Kediri Tahun 2017 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. 
 
Surakarta, 14 Januari 2020 
 
Penulis 
 
